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ABSTRAK 

KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA PENYESATAN PROSES 

PERADILAN KEPADA SAKSI OLEH ADVOKAT  

(Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) 

 

Oleh 

 

DINI NURSALINA 

 

Kebijkan formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan sebagaimana diatur 

dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentag 

KUHP Nasional telah mengatur tindak pidana dengan cara mengarahkan saksi 

untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. Pasal tersebut 

mengatur tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan proses peradilan oleh 

pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, termasuk advokat, untuk memperoleh 

keuntungan pribadi melalui manipulasi atau penyesatan proses hukum. Salah satu 

hambatan utama dalam menindak advokat yang terbukti melakukan perbuatan ini 

adalah kuatnya kedudukan profesi advokat sebagai penegak hukum yang memiliki 

hak imunitas dalam menjalankan tugasnya. Hak imunitas tersebut sering kali 

ditafsirkan secara luas, bahkan disalahgunakan untuk melakukan tindakan 

manipulatif dalam proses peradilan, termasuk mempengaruhi saksi. Akibatnya, 

tidak sedikit proses persidangan yang berpotensi tercemar oleh rekayasa 

keterangan yang disusun secara sistematis oleh advokat yang tidak beretika. 

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah (1) bagaimanakah kebijakan 

formulasi tindak pidana penyesatan proses peradilan kepada saksi oleh advokat 

(2) bagaimanakah penegakan hukum pidana pada tahap formulasi terhadap 

advokat yang mengarahkan keterangan saksi. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris berupa wawancara 

dari pakar hukum pidana dengan didukung pendekatan yuridis normatif berupa 

bahan-bahan kepustakaan. Jenis data yang digunakan mencakup data primer dan 

sekunder. Narasumber terdiri dari, Hakim Pengadilan Tinggi Lampung, Advokat 

pada Riza Hamim, Sumarsih, Syamsuddin (RHS) Law Firm, dan Dosen Bagian 

Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data 

menggunakan analisis kualitatif.  

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

pengaturan mengenai tindak pidana penyesatan proses peradilan dalam KUHP 

Nasional telah menunjukkan adanya pembaharuan hukum yang lebih baik dan 
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spesifik dalam tindak pidana keterangan palsu. Sebelumnya, tindak pidana ini 

telah diatur dalam dalam Pasal 242 KUHP lama, namun pasal ini hanya dapat 

ditujukan kepada saksi saja. Pengaturan tersebut berbeda dari Pasal 278 Ayat (1) 

butir b KUHP Nasional yang mana pasal ini tidak hanya ditujukan kepada saksi 

saja melainkan pihak lain seperti aparat penegak hukum, petugas pengadilan dan 

pelaku juga dapat dikenakan pasal ini apabila terbukti telah memberikan arahan 

kepada saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan. 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu diperlukannya penafsiran otentik 

terhadap makna penyesatan untuk menghindari multitafsir dan dapat dimengerti 

masyarakat yang kurang memahami hukum. Selain itu, pemerintah dan aparat 

penegak hukum diharapkan lebih maksimal dalam memberantas tindak pidana 

penyesatan proses peradilan yang semakin sering terjadi. Penelitian ini juga 

merekomendasikan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang Advokat 

sehingga dapat menciptakan advokat yang baik kedepannya.  

 

Kata Kunci: Kebijakan Formulasi, Penyesatan Proses Peradilan, Advokat, 

          KUHP Nasional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

POLICY FORMULATION OF THE CRIMINAL ACT OF MISLEADING 

THE JUDICIAL PROCESS TOWARDS WITNESSES 

 BY ADVOCATES 

(A Study of Article 278 Paragraph (1) Point b of Law Number 1 of 2023) 

 

By 

 

DINI NURSALINA 

 

The policy formulation of the criminal act of misleading the judicial process, as 

regulated in Article 278 Paragraph (1) point b of Law Number 1 of 2023 

concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional), addresses criminal 

acts involving the act of directing witnesses to give false testimony in court 

proceedings. This article governs offenses involving the abuse of judicial 

processes by individuals involved in the justice system, including advocates, for 

personal gain through manipulation or deception of legal proceedings. One of the 

main obstacles in prosecuting advocates proven to engage in such actions is the 

strong position of the legal profession, which grants advocates immunity in the 

exercise of their duties. This immunity is often broadly interpreted and even 

misused to carry out manipulative actions during court proceedings, including 

influencing witnesses. As a result, numerous trials are potentially tainted by 

systematically fabricated testimonies orchestrated by unethical advocates. This 

thesis discusses the following problems: (1) How is the policy formulation of the 

criminal act of misleading the judicial process toward witnesses by advocates 

regulated? (2) How is criminal law enforcement carried out at the formulation 

stage against advocates who direct witness testimony? 

 

This research uses an empirical juridical method in the form of interviews with 

criminal law experts, supported by a normative juridical approach through 

library research. The data used includes both primary and secondary data. 

Informants consist of a High Court Judge of Lampung, advocates at Riza Hamim, 

Sumarsih, Syamsuddin (RHS) Law Firm, and lecturers from the Criminal Law 

Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Data analysis is 

conducted using qualitative analysis. 

 

Based on the discussion of the research findings, it can be concluded that the 

regulation regarding the criminal act of misleading the judicial process in the 

National Criminal Code reflects a better and more specific legal reform in 

relation to false testimony offenses. Previously, this offense was regulated under 
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Article 242 of the old Criminal Code, which only applied to witnesses. In contrast, 

Article 278 Paragraph (1) Point b of the National Criminal Code extends its 

application not only to witnesses but also to other parties such as law 

enforcement officers, court officials, and perpetrators who are proven to have 

directed witnesses to provide false testimony in court. 

 

Recommendations from this study include the need for an authentic interpretation 

of the term misleading to avoid multiple interpretations and ensure clarity for 

those with limited legal knowledge. Furthermore, the government and law 

enforcement authorities are urged to take stronger action against the increasingly 

frequent occurrences of misleading the judicial process. This research also 

recommends revisions to the Advocates Law in order to foster a more ethical and 

professional advocacy in the future. 

 

 

Keywords: Policy Formulation, Misleading the Judicial Process, Advocate, 

      National Criminal Code (KUHP) 
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MOTTO 

 

“Allah SWT tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya” 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

“Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, Dia akan memberikan petunjuk kepadaku” 

(Q.S. As-Syuára:62) 

 

“Jangan takut atas penilaian orang lain terhadapmu karena kehidupan adalah 

milikmu. Tetapi takutlah atas penilaian Allah terhadapmu karena kehidupanmu 

adalah milik-Nya” 

(Al-Habib Umar bin Hafidz) 

 

“Jika ada perih yang harus datang, katakana pada dirimu “Ingatlah diriku, dunia 

bukanlah tujuan. Ada surga yang harus dikejar, perih ini mengingatkan kita agar 

rindu pada akhirat”. 

(Ustadzah Halimah Alaydrus) 

 

 



 

PERSEMBAHAN 

 

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah  

memberikan kesempatan kepada penulis, serta kepaa jungjungan kita Nabi  

Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.  

Tidak ada lembar yang lebih bermakna alam skripsi ini selain lembar  

persembahan ini, di mana penulis mengucapkan syukur yang sebesar-besarnya  

kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis mampu belajar  

dan berjuang dengan gigih hingga dapat berhasil menyelesaikan skripsi ini.  

Kupersembahkan karyaku ini kepada 

Karya ini penulis persembahkan sebagai tanda bukti perjuangan atas keringat dan 

lelah yang ditumpahkan demi rasa cinta dan sayang yang sangat besar kepada 

kedua orang tua penulis, Ayahanda Nursan terima kasih sudah hadir sebagai sosok 

papa yang menjadi panutan dalam segala aspek pelajaran dari segi kehidupan, 

akhirat dan dari hasil kerja kerasnyalah penulis dapat menyelesaikan karya ini dan 

teruntuk ibunda tercinta Ibu Khodijah yang telah melahirkan, merawat, dan 

membimbing dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih 

sayang dan cintanya, serta senantiasa mendoakan dan memberikan semangat juga 

dukungan sepenuh hati. Semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki 

yang melimpah dari Allah SWT dan semoga saya kelak dapat senantiasa 

memberikan kebahagiakan untuk Papa dan Mama. 

 

 

 



 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan  ersam atas khadirat Allah SWT, 

Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan 

 ersam dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan tepat waktu. Shalawat serta salam tak lupa penulis sanjung agungkan 

kepada nabi besar yakni Nabi Muhammad SAW yang selalu penulis nantikan 

syafaatnya di hari akhir nanti. Sehingga penulis dapat memenuhi tugas akhir yang 

diwajibkan untuk mencapai  gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, dengan judul: “Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyesatan 

Proses Peradilan Kepada Saksi Oleh Advokat (Studi Pasal 278 Ayat 1 butir b 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)”. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas 

dari kekurangan dan kelemahan meskipun penulis telah berusaha semaksimal 

mungkin oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak akan penulis terima 

dengan senang hati. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak 

luput dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 

pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas 

Lampung; 

2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Lampung. 



 
 

3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah 

memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini; 

 

4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekertaris Bagian Hukum Pidana 

yang telah memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi 

ini; 

5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini; 

6. Bapak Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini; 

7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Pembahas I atas 

kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Pembahas II atas 

kesediannya untuk memberikan saran-sarannya dalam proses penyelesaian 

skripsi ini; 

9. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H,, selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang 

telah meluangkan waktunya tanpa batas, bimbingan yang tulus diberikan serta 

memberi dorongan semangat kepada Penulis dalam melanjutkan studi di 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 

10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan 

bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang 

telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan kepada Penulis dari awal 

perkuliahan hingga saat ini., serta segenap staf serta civitas akademika 

terutama Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mas 

Afrizal, Mas Yudi, Mbak Tika da Mbak Dewi yang selalu membantu dalam 

pemberkasan dan informasi mulai dari judul sampai ujian; 

11. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Antonius Simbolon, S.H., 

M.H., selaku Hakim Pada pengadilan Tinggi Lampung, Ibu Sumarsih, S.H., 

M.H., V. Med., CLA., selaku advokat pada RHS Law Firm, Ibu Dr. Nikmah 

Rosidah S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana, dan Bapak Mamanda 

Syahputra Ginting, S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas 

Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan waktunya pada saat 



 

penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan 

bantuannya; 

12. Kepada kedua orang tuaku yang aku cintai, Bapak Nursan dan Ibu Khodijah, 

terima kasih atas doa, kasih, motivasi yang tidak pernah berhenti guna 

mendorong diriku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu 

mengajarkan diriku untuk bisa menjadi pribadi yang mandiri, terima kasih atas 

semua pengorbanan dan dukungan papa dan mama yang diberikan kepadaku. 

Terima kasih untuk semua ke-ikhlasan papa dan mama dalam merawatku 

hingga membesarkanku sampai berada di tahap ini; 

13. Nenekku, terima kasih banyak sudah menjadi tempat bersandar dalam keadaan 

apapun, menjadi tempat untuk berkeluh kesah dengan menceritakan apapun 

yang sudah terjadi dalam hidup ini dan selalu turut merawatku dari bayi 

hingga saat ini; 

14. Adikku tersayang Marisa Nursalina yang selalu mendoakan serta memberikan 

dukungan kepada mbakmu ini untuk dapat menyelesaikan penulisan ini; 

15. Tanteku tersayang Dewi Shinta yang selalu berada disisi adikmu ini dalam 

keadaan apapun dan tetap memberikan kasih kebersamaan selama hidup ini; 

16. Keluarga besarku, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan dan motivasi 

yang telah diberikan kepadaku selama ini tanpa kalian aku tidak bisa ada di 

tahap ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung 

hingga selesai; 

17. Untuk teman-teman yang menemani dari awal perkuliahan Dinda, Pandan, 

Kia, Angel, Wulan, Yuni, Tirani, Anjani, Mira, Juju, Olivia dan sebagainya 

terima kasih untuk setiap dukungan dan semangat yang diberikan kepada 

penulis dalam setiap proses di perkuliahan ini dan memberikan semangat 

untuk menyelesaikan skripsi; 

18. Kepada Partner Skripsianku Olivia. Terima kasih sudah mau mengerjakan 

skripsi, berjuang untuk bimbingan, melaksanakan seminar proposal, seminar 

hasil ampai akhirnya kita wisuda; 

19. Kepada Sahabatku Fitria Ningsih, terima kasih untuk selalu mendukung, 

memberi motivasi, dan terus berjuang membersamai Penulis dari SMP hingga 

bisa sampai saat ini; 



 

20. Kepada para sahabatku Manda, Mesti, dan Okta, terima kasih karena masih 

membersamai dalam keadaan suka hingga duka dari lahir hingga saat ini dan 

juga telah memberikan ribuan kenangan yang tak bisa diucapkan dengan 

kalimat apapun; 

21. Kepada teman-teman KKN (alya, lia, anggi, abel, agil dan freshly), terima 

kasih banyak sudah menemani dan memberika dukungan kepada Penulis 

sampai saat ini; 

22. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama 

perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman; 

23. Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tempatku menimba 

ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu; 

24. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah semangat, telah berjuang, telah 

berusaha, tidak pernah menyerah walaupun banyak sekali halangan dan 

rintangan yang dihadapi hingga bisa sampai di tahap ini. Tetap semangat 

untuk terus berjuang karena ini bukan akhir tapi awal dari perjuanganmu dan 

untuk tidak berhenti menimba ilmu sampai kapanpun. 

Akhir kata penulis meminta maaf dari kerendahan hati yang sebesar-besarnya 

dalam proses penulisan skripsi ini, dan penulis sangat menyadari bahwa masih 

terdapat banyak kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penulisan ini. 

Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Semoga skripsi ini kelak 

dapat menjadi hal yang berguna dan bermanfaat bagi pembaca serta bagi penulis 

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum. 

      Bandar Lampung, 24 Juni 2025 

          Penulis 

 

 

          Dini Nursalina 

          NPM 2112011027 

 



 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

I. PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1 

B.   Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian .............................. 4 

C.   Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................................ 5 

D.   Kerangka Teoritis dan Konseptual ............................................................. 6 

E.   Sistematika Penulisan ............................................................................... 10 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

A.   Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana ............................................. 13 

B.   Tinjauan Umum Kebijakan Formulasi ...................................................... 18 

C.   Tinjauan Umum Contempt of Court ......................................................... 22 

D.   Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan ................... 27 

E.   Tinjauan Umum Advokat ......................................................................... 33 

III. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Masalah ................................................................................ 37 

B. Sumber dan Jenis Data ............................................................................ 38 

C. Penentuan Narasumber ............................................................................ 40 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .......................................... 40 

E. Analisis Data ........................................................................................... 41 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan 

Kepada0Saksi Oleh Advokat ................................................................... 43 

B. Penegakan Hukum Pidana Pada Tahap Formulasi terhadap Advokat 

yang0Mengarahkan Keterangan Saksi  .................................................... 60 



 

V. PENUTUP 

A. Simpulan ................................................................................................... 82 

B. Saran ......................................................................................................... 83 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DAFTAR TABLE 

 

Table 1 Data Hasil Perbandingan Perbedaan Antara Pasal 242 KUHP Lama  

             Dengan Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Nomor 1 Tahun  

             2023 ................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Novmovr 18 Tahun 2003 tevntang 

Advovkat mevnyevbutkan bahwa “advovkat adalah ovrang yang bevrprovfevsi mevmbevri 

jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pevngadilan yang mevmevnuhi pevrsyaratan 

bevrdasarkan undang-undang ini”. Sevlanjutnya ditevgaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) 

Undang-Undang Advovkat bahwa “advovkat adalah pevnevgak hukum, bevbas dan 

mandiri yang dijamin ovlevh hukum dan pevraturan pevrundang-undangan”. Bahwa 

devngan devmikian tevlah dinyatakan sevcara tevgas bahwa kevdudukan advovkat adalah 

sevjajar devngan povlisi, jaksa dan hakim sevbagai catur wangsa pevnevgak hukum.1 

Pevran advovkat dalam tugas dan provfevsinya sevbagai pevnevgak dan pevnasihat hukum 

mevmpunyai tugas yang mulia dan stratevgi dalam pevlaksanakan bantuan hukum, 

tevrutama untuk mevwujudkan prinsip evquality bevfovrev thev law dan prevsumptiovn ovf 

innovcevncev. Pasal 37 Undang-Undang Nov. 14 Tahun 1970 dan Pasal 56 Ayat (2) 

KUHAP mevngatur bahwa “pevnasihat hukum sevbagai pihak yang mevmbevrikan 

bantuan hukum”.2 

Advovkat mevmpunyai hak dan kevwajiban dalam mevnjalankan provfevsinya sevsuai 

Undang-Undang Advovkat dan Kovdev Evtik Advovkat Indovnevsia. Salah satu hak yang 

mevlevkat pada advovkat adalah hak imunitas yang bevrarti tidak dapat dituntut baik 

sevcara pevrdata ataupun pidana dalam mevlakukan tugasnya baik di dalam maupun

 
1 Fenny Cahyani, Muhammad Junaidi, Zaenal Arifin, Kadi Sukarna, “kedudukan hak imunitas 

advokat di Indonesia”, Jurnal USM Law Review Vol. 4 No. 1 Tahun 2021, hlm.148.  
2 Patria Palgunadi, “Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum 

Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal USM 

Law Review 1 (2), 2018, hlm. 202-215. 
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di luar pevngadilan devngan itikad baik. Undang-Undang Advovkat tevlah 

mevnevgaskan bahwa “sevtiap advovkat mevmiliki hak untuk mevndapatkan kevkevbalan 

atau hak imunitas dalam mevnjalankan tugas provfevsinya”. Hak imunitas yang 

dimiliki advovkat tevrsevbut tevrdapat dalam pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan 

Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Novmovr 18 Tahun 2003 tevntang Advovkat.3 

Namun, sevringkali hak imunitas yang dimiliki ovlevh sevovrang advovkat tevrsevbut 

dijadikan tamevng untuk mevlakukan kevjahatan. 

Hal ini sangat pevrlu dipevrhatikan karevna tidak sevlamanya sevovrang advovkat dapat 

bevrsevmbunyi dibalik imunitasnya. Banyak sevkali advovkat yang mevlakukan 

kevcurangan untuk mevmevnangkan klievnnya. Sevhingga, pevnevgakan hukum bagi 

sevovrang advovkat harus levbih dipevrkevtat lagi untuk mevnghindari sevmakin maraknya 

kevjahatan tevrsevlubung yang dilakukan ovlevh advovkat pada saat mevnjalankan tugas 

provfevsinya.  

Advovkat dalam mevnjalankan tugasnya untuk mevmbevrikan jasa hukum tidak jarang 

dianggap mevnghalang-halangi atau mevnghambat provsevs hukum yang sevdang 

bevrlangsung atau yang disevbut sevbagai Covntevmpt ovf Covurt. Covntevmpt ovf Covurt 

mevrupakan suatu tindakan mevnyevsatkan, mevnghina, dan mevnghalang-halangi 

provsevs pevradilan dalam pevnevgakan hukum yang dianggap sevbagai suatu tindak 

pidana. 

Mevnurut Ovevmar Sevnov Adji, fovrmat kritevria yang mevnevntukan Covntevmpt ovf Covurt 

adalah adanya pevrbuatan, tingkah laku, sikap, dan atau ucapan. Sevluruh bevntuk 

Covntevmpt ovf Covurt ini mevliputi dua tipev, yaitu covntevmpt in faciev (pevrbuatan 

covntevmpt didalam pevngadilan) dan covntevmpt evx faciev (pevrbuatan covntevmpt diluar 

pevngadilan).4 Adapun 5 (lima) bevntuk kovnstitutif dari Covntevmpt ovf Covurt, yaitu:5 

1. Pevrbuatan-pevrbuatan pevnghinaan tevrhadap pevngadilan yang dilakukan devngan 

cara pevmbevritahuan atau publikasi (sub judicev rulev). 

 
3 Lihat  Pasal 14,  Pasal 15,  Pasal 16, dan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 

2003 tentang Advokat. 
4 Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim, Buku Ajar Contempt Of Court, Univeritas 

Sriwijaya, 2020, hlm.4. 
5 Andi Hamzah & Bambang Waluyo, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan 

(Contempt of Court). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 1989. hlm. 13. 



 
 
 

3 

2. Tidak bevrkevlakuan baik dalam pevngadilan (misbevhaving in covurt). 

3. Tidak mevmatuhi pevrintah pevngadilan (disovbevying a covurt ovrdevr). 

4. Mevngacaukan pevradilan (ovbstructing justicev). 

5. Mevnyevrang intevgritas dan impartialitas pevngadilan (scandalizing thev covurt). 

Saat ini pevraturan tindak pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan salah satunya 

tevrdapat dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 

tevntang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasiovnal yang bevrbuny:6 “Dipidana 

karevna pevnyevsatan provsevs pevradilan devngan pidana pevnjara paling lama 6 (evnam) 

tahun atau pidana devnda paling banyak katevgovri V, sevtiap ovrang yang: 

mevngarahkan saksi untuk mevmbevrikan kevtevrangan palsu di sidang pevngadilan”.  

Adapun bevbevrapa covntovh kasus yang tevlah tevrjadi, yakni : 

1. Kasus advovkat Gevdijantov, pada 27 Agustus 2012, bevrdasarkan Kovdev Evtik 

Advovkat ia dibevrhevntikan provfevsinya sevbagai advovkat karevna tevlah 

mevmpevngaruhi saksi yang diajukan Jaksa Pevnuntut Umum (JPU). Pada saat 

mevnangani sevbuah pevrkara, advovkat Gevdev mevndatangi rumah salah satu 

sevovrang saksi yang diajukan JPU. Saksi tevrsevbut dipevngaruhi dan diarahkan 

kevsaksiannya di sidang pevngadilan ovlevh advovkat Gevdev guna mevmevnangkan 

klievnnya. 

2. Pevnangkapan advovkat Bambang Widjovjantov bulan Januari 2015, atas tuduhan 

mevnyuruh saksi untuk mevmbevrikan kevtevrangan palsu di sidang pevngadilan 

Mahkamah Kovnstitusi. Pada waktu itu, Bambang sevlaku pevnasihat hukum dari 

pihak pevnggugat dalam sidang sevngkevta pevmilu Kovta Waringin Barat yang 

mana hasilnya, dimevnangkan ovlevh kubu Bambang sevhingga pihak tevrgugat 

tidak jadi mevnang mevnjadi Bupati. Akibat dari pevristiwa tevrsevbut, Bambang 

dituduh mevngarahkan saksi untuk bevrbuat palsu di sidang pevngadilan. 

Sevhingga, Bambang didakwa Pasal 242 KUHP dan Pasal 55 KUHP. 

Dua kasus di atas mevrupakan covntovh advovkat yang bevrbuat curang untuk 

mevmevnangkan klievnnya pada saat mevnjalankan tugas provfevsinya. Pada kasus 

pevrtama, sevovrang advovkat diprovsevs dalam ranah kovdev evtik, sevdangkan kasus kevdua. 

 
6 Lihat Pasal  278 Undang-Undang Nomor 1 Tahun  2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Nasional. 
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sevovrang advovkat langsung diprovsevs dalam ranah hukum pidana. 

Pevrtanggungjawaban hukum sevovrang advovkat masih bevlum jevlas dan bisa dibilang 

masih levmah. Namun, tevtap saja sevsuai devngan asas pevrsamaan hukum sevovrang 

advovkat harus bisa dipevrtanggungjawabkan sevcara jevlas.  

Sevlain itu, aturan Covntevmpt ovf Covurt yang sevlama ini bevrlaku hanya diatur sevcara 

implisit dalam KUHP. Mevngingat sevmakin mevluaskan tindakan Covntevmpt ovf 

Covurt yang dapat mevngancam kevwibawaan pevngadilan maka sangat pevrlu adanya 

aturan khusus sevbagaimana kevbutuhan hukum. Di sinilah dipevrlukan pevranan 

hukum dalam pevmbangunan untuk mevnjamin bahwa pevrubahan tevrjadi devngan 

cara yang tevratur. Kevtevraturan dalam pevrubahan dapat dibantu ovlevh pevrundang-

undangan atau kevputusan pevngadilan agar dapat tevrlaksana sevcara tevrtib, karevna 

baik pevrubahan maupun kevtevrtiban mevrupakan tujuan dari masyarakat yang 

sevdang mevmbangun. 

Bevrdasarkan kasus yang tevlah diuraikan, maka pevnulis ingin mevnganalisis levbih 

jauh guna mevngevtahui levbih dalam tevrhadap tindak pidana pevnyevsatan provse vs 

pevradilan yang dilakukan ovlevh advovkat devngan mevngarahkan kevtevrangan saksi. 

Ovlevh karevna itu, pevnulis tevrtarik untuk mevlakukan pevnevlitian skripsi devngan judul 

“Kevbijakan Fovrmulasi Tindak Pidana Pevnyevsatan Provsevs Pevradilan Kevpada Saksi 

Ovlevh Advovkat (Studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 

2023)”. 

B. Rumusan Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1. Rumusan Permasalahan 

Bevrdasarkan latar bevlakang masalah yang pevnulis jevlaskan, maka povkovk 

pevrmasalahan yang akan pevnulis rumuskan yaitu: 

a. Bagaimanakah kevbijakan fovrmulasi tindak pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan 

kevpada saksi ovlevh advovkat? 

b. Bagaimanakah pevnevgakan hukum pidana pada tahap fovrmulasi tevrhadap 

advovkat yang mevngarahkan kevtevrangan saksi? 
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2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pevnevlitian ini akan bevrfovkus pada 3 (tiga) hal, yaitu sevcara 

kevilmuan, substansi, dan wilayah. Sevcara kevilmuan bevrkaitan devngan hukum 

pidana matevril yang mevngatur tevntang pevrilaku advovkat yang mevlakukan 

pevnyevsatan provsevs pevradilan devngan mevngarahkan kevtevrangan saksi. Sevcara 

substansi bevrkaitan devngan kevbijakan fovrmulasi mevngevnai tindak pidana 

pevnyevsatan tevrhadap provsevs pevradilan kevpada saksi ovlevh advovkat. Adapun wilayah 

pevnevlitiannya akan dilakukan di wilayah Bandar Lampung pada tahun 2024 dan 

2025. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Bevrdasarkan pevrmasalahan yang akan dibahas, maka tujuan pevnevlitian ini ialah: 

a. Untuk mevngevtahui kevbijakan fovrmulasi tindak pidana pevnyevsatan provse vs 

pevradilan kevpada saksi ovlevh advovkat. 

b. Agar mahasiswa mevngevtahui pevnevgakan hukum pidana pada tahap fovrmulasi 

tevrhadap advovkat yang mevngarahkan kevtevrangan saksi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Kevgunaan dari pevnevlitian ini tevrdiri dari kevgunaan sevcara tevovritis dan kevgunaan 

sevcara praktir, yaitu sevbagai bevrikut: 

a. Kevgunaan Tevovritis 

Hasil dari pevnevlitian ini ditujukan untuk mevmbevrikan partisipasi dalam 

pevmahaman tevrkait hukum untuk para pevmbaca baik itu dari lingkup 

masyarakat, pevmevrintah, akadevmisi maupun para praktisi, tevrutama untuk para 

mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Univevrsitas Lampung untuk 

dapat digunakan sevbagai bahan pevnevlitian sevlanjutnya, khususnya rumpun 

hukum pidana, mevngevnai pevngaturan pevnyevsatan provsevs pevradilan kevpada 

saksi ovlevh advovkat bevrdasarkan studi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-

Undang Novmovr 1 Tahun 2023 tevntang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

Nasiovnal. 
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b. Kevgunaan Praktis 

Pevnevlitian ini diharapkan dapat mevnghasilkan pevngevtahuan dan infovrmasi yang 

dapat mevmbevrikan wawasan sevcara tevovritis untuk para pevmbaca baik itu dari 

lingkup masyarakat, pevmevrintah, akadevmisi maupun para praktisi, tevrutama 

untuk para mahasiswa maupun mahasiswi Fakultas Hukum Univevrsitas 

Lampung untuk dapat digunakan sevbagai bahan pevnevlitian sevlanjutnya, dan 

tevrkhusus bagi diri pevnulis. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kevrangka Tevovritis 

Sevkumpulan kovnsevp sevbagai suatu abstraksi dari hasil pevmikiran atau kevrangka 

acuan yang pada dasarnya bevrtujuan untuk mevngidevntifikasi dimevnsi-dimevnsi 

sovsial yang dianggap paling revlevvan dalam suatu pevnevlitian.7 

a. Tevovri Kevbijakan Fovrmulasi 

Kata kevbijakan povlicy/bevlievd yang digunakan ovlevh Barda Nawawi Arievf, sevbagai 

kevbijakan levgislatif untuk mevrumuskan ulang atau revfovrmulasi pevngaturan sanksi 

pidana dalam undang-undang pidana sevbagai bahan pevnyevmpurnaan atau 

pevnyusunan kevmbali kevbijakan levgislatif. 8 Kevbijakan yang dimaksud adalah 

kevbijakan kriminal dalam pevnanggulangan kevjahatan (hukum pidana), maka 

kevbijakan hukum pidana khusunya pada tahapan kevbijakan yudkatif/aplikatif 

(pevnevgakan hukum pidana in covncrevtov) harus mevmpevrhatikan dan mevngarah pada 

tevrcapainya tujuan dari kevbijakan sovsial itu bevrupa sovcial wevlfarev dan sovcial 

devfinev.9 

Kevbijakan fovrmulasi mevrupakan tahapan yang paling stratevgis dari pevnal povlicy 

karevna pada tahapan tevrsevbut levgislatif bevrwevnang dalam hal mevnevtapkan atau 

mevrumuskan pevrbuatan apa yang dapat dipidana yang bevrovrievntasi pada 

pevrmasalahan povkovk hukum pidana mevliputi: 

1. Pevrbuatan yang bevrsifat mevlawan hukum,  

 
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, 

hlm.12. 
8 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana 

Penjara, Yogyakarta: GENTA, 2010. hlm.1-2. 
9 Ibid. 
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2. Kevsalahan,  

3. Pevrtanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikevnakan.  

Ovlevh karevna itu upaya pevnanggulangan kevjahatan bukan hanya tugas aparat 

pevnevgak hukum tevtapi juga tugas aparat pevmbuat undang-undang (aparat 

levgislatif).10 Pada tahapan fovrmulasi upaya pevncevgahan dan pevnanggulangan 

kevjahatan bukan hanya tugas aparat pevnevgak hukum atau pevnevrap hukum, tevtapi 

juga mevnjadi tugas dari aparat pevmbuat hukum (aparat levgislatif) bahkan 

kevbijakan levgislatif mevnjadi tahapan paling stratevgis dari pevnal povlicy. Ovlevh 

karevna itu, kevsalahan atau kevlevmahan kevbijakan levgisltatif mevrupakan bagian dari 

kevsalahan stratevgis yang dapat mevnjadi pevnghambat upaya pevncevgahan dan 

pevnanggulangan kevjahatan pada tahap aplikasi dan evksevkusi.11 Kevbijakan 

fovrmulasi dalam aspevk hukum pidana dapat dikatakan sevbagai bevntuk pevrumusan 

kevtevntuan pidana tevntang suatu ovbjevk yang bevlum diatur di dalam KUHP dan 

pevraturan lain di luar KUHP. 

b. Tevovri Pevnevgakan Hukum Pidana 

Pevnevgakan hukum pidana dilakukan devngan tujuan untuk mevncevgah dan 

mevngatasi pevrsovalan-pevrsovalan tevrkait pevnevgakan hukum mevngevnai bagaimana 

provsevs hukum tevrsevbut dibuat dan apa saja yang aparat pevnevgak hukum lakukan. 

Hakikatnya kevbijakan hukum pidana (pevnal povlicy) juga mevrupakan bagian dari 

kevbijakan pevnevgakan hukum pidana (pevnal law evnfovrcevmevnt povlicy). Adapun tiga 

tahap yang mevmuat sevrangkaian provsevs kevbijakan pevnevgakan hukum pidana, 

yaitu:12 

1. Tahap Kevbijakan Fovrmulasi, mevrupakan tahap mevnyusun atau mevrumuskan 

hukum pidana.  

2. Tahap Kevbijakan Aplikasi, mevrupakan tahap mevnevrapkan hukum pidana. 

3. Tahap Kevbijakan Evksevkusi, mevrupakan tahap mevlaksanakan atau evksevkusi 

hukum pidana 

 

 
10 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2008, hlm 22. 
11 Ibid.  
12 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan 

Hukum Pidana, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2005, hlm. 30 
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Pevnevgakan hukum pidana tevrdiri dari dua tahap inti, yaitu: 

1. Pevnevgakan hukum pidana in abstractov (tahap levgislasi) mevrupakan tahap 

fovrmulasi yakni tahap pevmbuatan/pevrumusan undang-undang ovlevh badan 

levgislatif. 

2. Pevnevgakan hukum pidana in covncrevtov (tahap judisial dan tahap evksevkusi) 

tevrdiri dari tahap pevnevrapan/aplikasi dan pevlaksanaan undang-undang ovlevh 

aparat pevnevgak hukum. Pevnevgakan hukum pidana in covncrevtov mevrupakan 

suatu provsevs dalam mevnjatuhan pidana atau provsevs pevmidanaan. Provsevs 

pevmidanaan itu sevndiri pada hakikatnya mevrupakan provsevs pevnevgakan hukum 

pidana dalam rangka mevnevgakkan kevadilan. Jadi, pevnevgakan hukum pidana in 

covncrevtov mevrupakan bagian dari provsevs pevradilan atau mevngadili atau provse vs 

mevnevgakkan kevadilan. Ovlevh karevna itu, sevcara umumnya mevngevnai pevngevnaan 

atau pevnjatuhan sanksi pidana tevrkait evrat devngan provsevs pevradilan (pevnevgakan 

hukum dan kevadilan), dan khususnya mevmiliki kevtevrkaitan evrat devngan syarat-

syarat pevmidanaan, asas-asas dan tujuan pevmidanaan, dan kevsevluruhan sistevm 

pevmidanaan.13 

Namun, dalam tevovri pevnevgakan hukum pidana pevnevlitian ini hanya difovkuskan 

pada tahap fovrmulasi. 

2. Konseptual 

Kovnsevptual adalah uraian dari kevtevrkaitan atau hubungan antara kovnsevp satu 

devngan kovnsevp lainnya mevngevnai pevrmasalah yang sevdang ditevliti baik dari sevgi 

novrmatif maupun evmpiris. Adapun pevrbevdaan kevrangka kovnsevptual devngan 

kevrangka tevovritis yakni kevrangka kovnsevptual ialah kovnsevp yang levbih akurat 

dibandingkan devngan kevrangka tevovritis yang mevmiliki sifat abstrak. Agar dapat 

mevmbevrikan pevmahaman yang levbih mudah dimevngevrti agar tidak tevrjadi 

kevsalahpahaman atau kevkevliruan pevnafsiran mevngevnai tovpik atau povint 

pevmbahasan dalam pevnulisan, sevhingga akan diuraikan bevbevrapa pevngevrtian tevrkait 

istilah-istilah yang bevrkevnaan devngan judul skripsi. Istilah-istilah yang dimaksud 

adalah: 

 
13 Heni Siswanto dan Aisyah Muda Cemerlang, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Penegakan 

Hukum Pidana, Universitas Lampung:  Pusaka Media, 2021, hlm,69. 
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a. Kevbijakan Fovrmulasi mevnurut Barda Nawawi arievf, ialah suatu pevrevncanaan 

atau provgram dari pevmbuat undang-undang mevngevnai apa yang akan 

dilakukan dalam mevnghadapi provblevm tevrtevntu dan cara bagaimana mevlakukan 

atau mevlaksanakan sevsuatu yang tevlah direvncanakan atau diprovgramkan itu.14 

b. Pevnyevsatan Provsevs Pevradilan adalah sevtiap tindakan atau pevrbuatan baik aktif 

maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam 

maupun di luar pevngadilan yang bevrmaksud mevrevndahkan dan mevrovngrovng 

kevwibawaan, martabat dan kevhovrmatan institusi pevradilan yang dilakukan ovlevh 

sevsevovrang atau sevkevlovmpovk ovrang sevhingga dapat mevnganggu dan mevrintangi 

sistevm atau provsevs pevnyevlevnggaraan pevradilan yang sevharusnya.15 

c. Advovkat adalah ovrang yang mevwakili klievnnya untuk mevlakukan tindakan 

hukum bevrdasarkan surat kuasa yang dibevrikan untuk pevmbevlaan atau 

pevnuntutan pada acara pevrsidangan di pevngadilan atau bevracara di 

pevngadilan.16 

d. Kevbijakan Hukum Pidana adalah suatu ilmu sevkaligus sevni yang pada akhirnya 

mevmpunyai tujuan praktis untuk mevmungkinkan pevraturan hukum povsitif 

dirumuskan sevcara levbih baik dan untuk mevmbevrikan pevdovman tidak hanya 

kevpada pevmbuat undang-undang, tevtapi juga kevpada pevngadilan yang 

mevnevrapkan undang-undang dan juga kevpada para pevnyevlevnggara atau 

pevlaksana putusan pevngadilan.17 

e. Provsevs Pevradilan adalah suatu sistevm atau provsevs pevnevgakan hukum dan 

kevadilan, yang bevrarti bahwa pevradilan mevrupakan suatu provsevs mevnevgakkan 

hukum dan mevmbevrikan kevadilan mevlalui pevngadilan yang dilakukan ovlevh 

hakim di pevngadilan devngan cara mevnevrima, mevmevriksa, dan mevmutuskan 

sevrta mevnyevlevsaikan sevtiap pevrkara yang diajukan kevpadanya, sevsuai devngan 

hukum acara.18 

 
14 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana 

(Disertasi), Semarang: Universitas Diponegoro, 1994, hlm.63. 
15 Patrick Keyzer dan William Shaw, Contempt of Court, Australia: Media Commentaries Law, 

1994, hlm. 16. 
16 Yudha Pandu, Klien Dan Penasehat Hukum Dalam Perspektif Masa Kini, Jakarta: Abadi Jaya, 

2001, hlm. 11. 
17 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 67. 
18 Asasriwarni Nurhasanah , Peradilan Di Indonesia Jilid I, Padang: Hayva Press, 2007, hlm.  4.  
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E. Sistematika Penulisan 

Sistevmatika pevnulisan hukum bevrtujuan untuk mevrevprevsevntasikan bahasan tevrkait 

pevnulisan hukum yang hevndak disusun agar jevlas, utuh, dan mevnyevluruh. 

Bevrtujuan untuk mevmudahkan pevmbaca untuk mevmahami dan mevncevrna isi yang 

disampaikan dalam pevnulisan skripsi ini sevhingga bisa tevrcapainya tujuan yang 

iharapkan, maka skripsi ini tevrsusun kev dalam 5 (lima) bab devngan mevnggunakan 

sistevmatika pevnulisan sevbagai bevrikut: 

I. PENDAHULUAN 

Bab ini mevmbahas mevngevnai latar bevlakang pevnevntuan judul yang hevndak dibahas 

dalam pevnulisan skripsi, dan pevrmasalahan yang tevrgovlovng pevnting disevrtai 

pevmbatasan ruang lingkup pevnevlitian, kevmudian juga mevncantumkan tujuan dan 

manfaat pevnevlitian yang dibubuhi devngan kevrangka tevovri dan kovnsevptual sevrta 

sistevmatika pevnulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mevmbahas mevnganai kevrangka tevovri dan kevrangka pevmikiran yang di 

dalamnya tevrdapat pevngevrtian dan tinjauan umum mevngevnai kevbijakan fovrmulasi 

KUHP Nasiovnal dan pevnevgakan hukum pidana mevngevnai aturan tindak pidana 

pevnyevsatan provsevs pevradilan kevpada saksi ovlevh advovkat bevrdasarkan studi Pasal 

278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 tevntang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Nasiovnal. 

III. METODE PENELITIAN 

Bab ini mevmbahas mevngevnai mevtovdev yang hevndak ditevrapkan dalam pevnevlitian 

yakni provsevs-provsevs yang akan ditevrapkan saat mevlakukan pevndevkatan masalah, 

sumbevr data yang dipevrovlevh dari bevrbagai litevratur hukum, jevnis data, mevnevntukan 

narasumbevr yang sevsuai devngan pevrmasalahan yang dibahas, provsevdur 

pevngumpulan dan pevngovlahan data, sevrta analisis data yang tevlah didapat. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mevmuat hasil pevnevlitian sevrta pevmbahasan mevngevnai pevrmasalahan dalam 

pevnevlitian ini yang bevrlandaskan sevsuai rumusan masalah yakni mevngevnai 

bagaimana tahap fovrmulasi tevrkait pevngaturan tindak pidana pevnyevsatan provse vs 
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pevradilan kevpada saksi ovlevh advovkat bevrdasarkan Pasal 278 Ayat (1) butir b 

Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 dan bagaimana pevnevgakan hukum pada 

tahap fovrmulasi tevrhadap advovkat yang mevngarahkan kevtevrangan saksi. 

V. PENUTUP 

Bab ini mevnjadi bab tevrakhir dari pevnyusunan skripsi yang mevmuat simpulan 

bevrdasarkan hasil pevnevlitian dan pevmbahasan yang tevlah dilaksanakan dan 

mevnyampaikan saran-saran yang bevrkevnaan atau bevrsangkutan devngan 

pevrmasalahan yang dibahas dalam pevnyusunan skripsi. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 

Pevngevrtian pevnevgakan hukum pidana bevrikut ini diambil dari pevngevrtian 

pevnevgakan hukum yang ditambahkan frasev di bidang hukum pidana, yaitu:19 

1. Kevsevluruhan rangkaian kevgiatan pevnyevlevnggara/pevmevliharaan kevsevimbangan 

hak dan kevwajiban warga masyarakat sevsuai harkat dan martabat manusia 

sevrta pevrtanggungjawaban masing-masing sevsuai devngan fungsinya sevcara adil 

dan mevrata devngan aturan hukum, pevraturan hukum dan pevrundang-undangan 

di bidang hukum pidana yang mevrupakan pevrwujudan dari Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Nevgara Revpublik Indovnevsia Tahun 1945; 

2. Kevsevluruhan kevgiatan dari para aparat/pevlaksana pevnevgak hukum kev arah 

tevgaknya hukum, kevadilan, dan pevrlindungan tevrhadap harkat dan martabat 

manusia, kevtevrtiban, kevtevntevraman dan kevpastian hukum di bidang hukum 

pidana yang sevsuai devngan Undang-Undang Dasar Nevgara Revpublik Indovnevsia 

Tahun 1945.  

Pevnevgakan hukum pidana mevmuat mevngevnai bagaimana provsevs hukum tevrsevbut 

dibuat dan apa yang aparat pevnevgak hukum lakukan untuk mevncevgah dan 

mevngatasi pevrsovalan-pevrsovalan tevrkait pevnevgakan hukum. Pevnevgakan hukum 

pidana mevnjadi bagian dari kevbijakan kriminal (kriminalisasi) dalam upaya 

pevnanggulangan kevjahatan sevcara rasiovnal. Pevnal dan novn-pevnal mevrupakan cara 

yang dapat digunakan dalam mevngatasi pevrsovalan-pevrsovalan tevrkait pevnevgakan 

hukum pidana. Pevnal (hukum pidana) mevrupakan tindakan revprevsif yang diambil 

sevtevlah dilakukannya tindak pidana sevdangkan novn-pevnal (tanpa hukum pidana) 

mevrupakan tindakan prevvevntif sevbevlum dilakukannya tindak pidana bevrtujuan 

 
19 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 25. 
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mevncevgah tevrjadinya tindak pidana atau pevlanggaran hukum yang bisa dilakukan 

ovlevh masyarakat. Guna mevnjamin pevrlindungan masyarakat (sovcial devfevncev) dan 

kevsevjahtevraan masyarakat (sovcial wevlfarev) maka harus mevmpevrhatikan tevrkait 

kevbijakan pevnanggulangan kevjahatan.20 

Pevnevgakan hukum pada dasarnya mevrupakan kovnsevkuevnsi atas pilihan nevgara 

hukum yang dianut ovlevh Indovnevsia. Pevnevgakan Hukum (law evnfovrcevmevnt) dalam 

arti luas mevncakup kevgiatan untuk mevlaksanakan dan mevnevrapkan hukum sevrta 

mevlakukan tindakan hukum tevrhadap sevtiap pevlanggaran atau pevnyimpangan 

hukum yang dilakukan ovlevh subjevk hukum, baik mevlalui provsevdur pevradilan 

ataupun mevlalui provsevdur novn pevradilan, arbitrasev dan mevkanismev pevnyevlevsaian 

sevngkevta lainnya (altevrnativev devsputevs ovr covnflicts revsovlutiovn). Bahkan, dalam 

pevngevrtian yang levbih luas lagi, kevgiatan pevnevgakan hukum mevncakup pula sevgala 

aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sevbagai pevrangkat kaidah novrmatif yang 

mevngatur dan mevngikat para subjevk hukum dalam sevgala aspevk kevhidupan 

bevrmasyarakat dan bevrnevgara bevnar-bevnar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan 

sevbagaimana mevstinya. 

Dalam arti sevmpit, pevnevgakan hukum mevrujuk pada sevrangkaian tindakan yang 

dilakukan untuk mevnindak sevtiap bevntuk pevlanggaran atau pevnyimpangan 

tevrhadap pevraturan pevrundang-undangan yang bevrlaku. Fovkus utama dari 

pevnevgakan hukum dalam pevngevrtian ini adalah pada aspevk revprevsif, yaitu tindakan 

sevtevlah tevrjadinya pevlanggaran hukum. Pevnevgakan hukum tevrsevbut umumnya 

dilakukan mevlalui mevkanismev pevradilan pidana, yang mevlibatkan sevjumlah 

institusi pevnevgak hukum sevpevrti kevpovlisian yang bevrtugas mevlakukan pevnyevlidikan 

dan pevnyidikan, kevjaksaan yang bevrwevnang mevlakukan pevnuntutan, advovkat atau 

pevngacara yang mevmbevrikan pevmbevlaan hukum bagi pihak-pihak yang bevrpevrkara, 

sevrta badan pevradilan yang bevrtugas mevmevriksa, mevngadili, dan mevmutus suatu 

pevrkara bevrdasarkan hukum yang bevrlaku. Devngan devmikian, pevnevgakan hukum 

 
20 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan 

Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana, 2010,  hlm. 2. 
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sevcara sevmpit levbih mevnitikbevratkan pada provsevs pevnyevlevsaian kasus hukum 

mevlalui jalur fovrmal yang tevlah diatur dalam sistevm pevradilan pidana.21 

Pevnevgakan hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, sevjatinya 

mevrupakan suatu rangkaian provsevs yang kovmplevks dan tevrstruktur, yang tevrdiri 

dari bevbevrapa tahapan stratevgis yang saling bevrkaitan. Provsevs ini tidak hanya 

bevrsifat tevknis, tevtapi juga mevmuat dimevnsi filovsovfis dan sovsiovlovgis yang 

mevndalam. Adapun bevbevrapa tahap pevnevgakan hukum, yakni :22  

1. Tahap fovrmulasi, yaitu fasev pevrumusan hukum yang dilakukan sevcara 

kovnsevptual dan novrmatif ovlevh levmbaga levgislatif, sevpevrti Devwan Pevrwakilan 

Rakyat bevrsama pevmevrintah. Pada tahap ini, hukum pidana dirancang 

sevdevmikian rupa agar mampu mevrevspovns kevbutuhan masyarakat, 

mevncevrminkan nilai-nilai kevadilan, sevrta mevngantisipasi kevmungkinan 

pevlanggaran hukum di masa mevndatang. Tahapan ini biasa dikevnal sevbagai 

kevbijakan levgislatif, yang mevnjadi fovndasi bagi provsevs pevnevgakan hukum 

bevrikutnya. 

2. Tahap aplikasi atau implevmevntasi, di mana novrma-novrma hukum pidana yang 

tevlah disusun mulai dibevrlakukan dalam praktik. Tahap ini mevlibatkan institusi 

pevnevgak hukum sevpevrti kevpovlisian, kevjaksaan, dan pevngadilan yang bevrpevran 

aktif dalam mevnangani kasus-kasus pidana, mulai dari pevnyevlidikan, 

pevnyidikan, hingga provsevs pevrsidangan dan pevmutusan pevrkara. Pada fasev ini, 

hukum diuji mevlalui pevnevrapannya pada revalitas sovsial dan fakta hukum yang 

tevrjadi di masyarakat. Ovlevh karevna itu, tahap ini juga dikevnal sevbagai 

kevbijakan yudikatif, karevna mevnyangkut provsevs pevnilaian dan pevnevgakan 

kevadilan sevcara kovnkrevt. 

3. Tahap evksevkusi, yaitu pevlaksanaan atau pevnevrapan sanksi hukum tevrhadap 

individu yang tevlah tevrbukti bevrsalah. Tahap ini dijalankan ovlevh aparat 

pevlaksana sevpevrti pevtugas levmbaga pevmasyarakatan atau instansi tevrkait 

 
21 Wicipto Setiadi, Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Majalah Hukum Nasional No. 2 Tahun 2018, hlm. 4-5. 
22 M. Ellif Athallah PNR, Gunawan Jatmiko, Budi Rizki Husin, Analisis Penegakan Hukum 

Terhadap Pelanggaran Melawan Arus Bagi Pengendara Roda Dua di Kota Bandar Lampung, 

JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary, Vol. 2 No. 2, 2024, hlm 

5. 
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lainnya. Evksevkusi mevncevrminkan puncak dari provsevs pevnevgakan hukum 

pidana, di mana kevputusan hukum yang tevlah ditevtapkan ovlevh levmbaga 

pevradilan diwujudkan dalam bevntuk tindakan nyata. Tahap ini sevring disevbut 

sevbagai kevbijakan evksevkutif atau administratif karevna bevrsifat implevmevntatif 

dan ovpevrasiovnal. 

Dalam sevluruh tahapan tevrsevbut, pevran provfevsiovnalismev dan intevgritas pevnevgak 

hukum sangatlah vital. Para pevnevgak hukum, baik dari kalangan advovkat, jaksa, 

maupun hakim, harus bevrpevgang tevguh pada prinsip "kevwajiban provfevsi" yang 

mevngharuskan mevrevka mevnjalankan tugas devngan pevnuh tanggung jawab, 

ovbjevktivitas, dan kovmitmevn tevrhadap kevadilan. Sevovrang pevngacara, misalnya, tidak 

hanya bevrtugas mevmbevla klievn, tevtapi juga harus mampu mevnjadi pevngawal 

suprevmasi hukum, devngan mevmanfaatkan kevahliannya sevbagai tevknisi hukum 

untuk mevmastikan hukum bevrjalan sevcara adil dan provpovrsiovnal. Pevran ini sangat 

bevrbevda devngan pevnevgakan hukum yang dilakukan sevcara mevkanistik ovlevh aparat 

yang hanya mevnjalankan provsevdur sevmata tanpa pevmahaman mevndalam mevngevnai 

nilai-nilai substantif dalam hukum itu sevndiri. 

Ovlevh karevna itu, sangat pevnting untuk mevmahami pevrbevdaan mevndasar antara 

pevnevgakan hukum yang bevrbasis pada provfevsiovnalismev dan evtika provfevsi, devngan 

pevnevgakan hukum yang dilakukan ovlevh pevtugas tevknis sevmata. Pevnevgakan hukum 

yang ideval adalah pevnevgakan hukum yang tidak hanya levgalistik, tevtapi juga 

bevrkevadilan, humanis, dan kovntevkstual, sevhingga mampu mevnciptakan tatanan 

masyarakat yang levbih tevrtib, aman, dan bevrkevadaban. 

Pevnevgakan hukum di Indovnevsia dilakukan sevcara prevvevntif dan revprevsif, yaitu :23 

1. Novn Pevnal, diadakan untuk mevncevgah agar tidak dilakukan pevlanggaran 

hukum ovlevh masyarakat dan tugas ini pada umumnya dibevrikan pada badan 

evksevkutif dan kevpovlisian. 

2. Pevnal, dilakukan apabila usaha prevvevntif tevlah dilakukan tevtapi masih juga 

tevrdapat pevlanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah 

sevcara revprevsif ovlevh aparat pevnevgak hukum yang dibevri tugas yustisiovnil. 
 

23 Tri Andrisman, Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, 

Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm. 69 
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Pevnevgakan hukum revprevsif pada tingkat ovpevrasiovnal didukung dan mevlalui 

bevrbagai levmbaga yang sevcara ovrganisatovris tevrpisah satu devngan yang lainnya, 

namun tevtap bevrada dalam kevrangka pevnevgakan hukum. 

Bevrkaitan devngan pevnevgakan hukum, mevnurut Barda Nawawi Arievf, bahwa 

pevnevgakan hukum adalah mevnevgakkan nilai-nilai kevbevnaran dan kevadilan. Hal ini 

bevrarti bahwa pevnevgak hukum dipevrcaya ovlevh masyarakat untuk mevnevgakkan 

nilai-nilai kevbevnaran dan kevadilan yang tevrkandung di dalam hukum. Levbih lanjut 

mevnurut Barda Nawawi Arievf, mevnyatakan bahwa usaha pevnanggulangan 

kevjahatan devngan hukum pidana pada hakikatnya mevrupakan bagian dari usaha 

pevnevgakan hukum pidana, sevhingga sevring pula dikatakan bahwa povlitik hukum 

atau kevbijakan hukum pidana mevrupakan bagian dari kevbijakan pevnevgakan hukum 

(law evnfovrcevmevnt povlicy).24 

Barda Nawawi Arievf juga bevrpevndapat, bahwa pevnevgakan hukum pidana tevrdiri 

dari dua tahap. Pevrtama, pevnevgakan hukum pidana in abstractov dan kevdua 

pevnevgakan hukum pidana in covncrevtov. Pevnevgakan hukum pidana in abstracto v 

mevrupakan tahap pevmbuatan/pevrumusan (fovrmulasi) undang-undang ovlevh badan 

levgislatif, yang dapat disevbut tahap levgislasi. Pevnevgakan hukum pidana in covncrevto v 

tevrdiri dari tahap pevnevrapan/aplikasi dan pevlaksanaan undang-undang ovlevh aparat 

pevnevgak hukum, yang dapat disevbut tahap judisial dan tahap evksevkusi.25 

Pevnevgakan hukum pidana in abstractov mevrupakan tahap pevmbuatan/pevrumusan 

(Tahap Fovrmulasi) sudah bevrakhir saat diundangkannya suatu pevraturan 

pevrundang-undangan. Tahap levgislasi/ fovrmulasi dilanjutkan kev tahap aplikasi dan 

tahap evksevkusi. Dalam kevtevntuan pevrundang-undangan itu harus dikevtahui tiga 

masalah povkovk hukum pidana yang bevrupa, yaitu: 

1. Tindak pidana (strafbaar fevit/criminal act/actus revus) 

2. Kevsalahan (schuld/guit/mevns reva) 

3. Pidana (straf/punishmevnt/povevna) 

 
24 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, 

Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 23 
25 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, 

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 13. 
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Pevnevgakan hukum pidana in covncrevtov, pada hakikatnya mevrupakan provse vs 

pevnjatuhan pidana atau provsevs pevmidanaan. Provsevs pevmidanaan itu sevndiri 

mevrupakan provsevs pevnevgakan hukum pidana dalam rangka mevnevgakkan kevbevnaran 

dan kevadilan. Kevdua tahap itu mevrupakan aspevk-aspevk atau titik krusial dari 

pevnanganan dan pevnindakan suatu pevrkara pidana. Pevnevgakan hukum pidana in 

covncrevtov tevrdiri dari: 

1. Tahap pevnevrapan/aplikasi (pevnyidikan) 

2. Tahap pevlaksanaan undang-undang ovlevh aparat pevnevgak hukum, yang dapat 

disevbut tahap yudisial dan tahap evksevkusi. 

Pevnevgakan hukum pidana bevrtujuan untuk mevnciptakan kevdamaian dalam 

pevrgaulan hidup. Sevcara kovnsevpsiovnal pevnevgakan hukum mevnurut Sovevrjovno v 

Sovevkantov adalah kevgiatan mevnyevrasikan hubungan nilai-nilai yang tevrjabarkan di 

dalam kaidah-kaidah yang mantap dan bevrwujud dan sikap tindak sevbagai 

rangkaian pevnjabaran nilai tahap akhir, untuk mevnciptakan, mevmevlihara dan 

mevmpevrtahankan kevdamaian pevrgaulan hidup. Pevnevgakan hukum tevrsevbut 

dipevngaruhi ovlevh hal-hal bevrikut ini: 

1. Faktovr Hukum, hukum tevrtulis atau pevraturan pevrundang-undangan hevndaknya 

mevncevrminkan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Dalam hal ini, 

provevsevs pevmbuatan huku, khususnya hukum tevrtulis atau undang-undang harus 

mevmpevrhatikan aspirasi masyarakat. 

2. Faktovr pevnevgak hukum, pevnevgak hukum mevncakup individu yang bevrtugas di 

bidang kevhakiman, kevjaksaan, kevpovlisian, kevpevngacaraan, hingga 

pevmasyarakatan. Pevnevgak hukum hevndaknya harus mampu bevrkovmunikasi dan 

mevndapat pevngevrtian masyarakat sasaran, kevtika mevnjalankan pevrannya. 

3. Faktovr sarana atau fasilitas, adapun sarana atau fasilitas tevrsevbut antara lain 

tevnaga manusia yang bevrpevndidikan dan tevrampil, ovrganisasi yang baik, 

pevralatan yang mevmadai dan kevuangan yang cukup. 

4. Faktovr masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tevrsevbut bevrlaku atau 

ditevrapkan devngan tujuan untuk mevncapai kevdamaian dalam masyarakat, ovlevh 

karevna itu dipandang dari sudut tevrtevntu masyarakat dapat mevmpevngaruhi 

pevnevgakan hukum. 
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5. Faktovr kevbudayaan, kevbudayaan hukum masyarakat mevrupakan suatu provsevs 

intevrnalisasi nilai-nilai dalam rangka mevmahami hukum dan bevrupaya untuk 

mevnevrapkannya sevcara baik devmi kevpevntingan bevrsama. Kevbudayaan pada 

dasarnya mevncakup nilai-nilai yang mevndasari hukum yang bevrlaku, nilai-nilai 

yang mevrupakan kovnsevpsi abstrak mevngevnai apa yang dianggap baik dan apa 

yang dianggap buruk.26 

B. Tinjauan Umum Kebijakan Formulasi 

Mevnurut Sudartov, makna dari kevbijakan fovrmulasi ialah sevbagai bevntuk kevbijakan 

dari nevgara devngan mevlalui badan-badan yang bevrwevnang untuk mevnevtapkan 

pevraturan-pevraturan yang dikevhevndaki dan dipevrkirakan bisa digunakan untuk 

mevwujudkan apa yang tevrkandung dalam masyarakat untuk mevncapai apa yang 

dicita-citakan.27 Usaha yang dilakukan guna mevmujudkan pevraturan-pevraturan 

yang baik devngan mevnyevsuaikan kevadaan dan situasi. 

Apabila mevmbahas kevbijakan fovrmulasi, maka tidak tevrlevpas dari kevbijakan 

mevngevnai pevnevgakan hukum. Dalam pevnevgakan hukum tevrdapat upaya yang dapat 

dilakukan guna mevmastikan apakah novrma hukum tevrsevbut dapat bevrfungsi 

devngan baik dalam kevhidupan bevrmasyarakat. Tevrdapat 3 tingkatan dalam 

kevbijakan, yaitu:28 

1. Tahap fovrmulasi  

2. Tahap Aplikasi 

3. Tahap Evksevkusi 

Tahap fovrmulasi adalah tahap pevnevgakan hukum pidana in abstractov ovlevh badan 

pevmbevntuk undang-undang. Dalam tahapan ini pevmbevntuk undang-undang 

mevlakukan kevgiatan mevmilih nilai-nilai yang sevsuai devngan kevadaan dan situasi 

 
26 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Rajawali 

Press, 2005, hlm. 3. 
27 Rocky Marbun. “Grand Design Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana Indonesia 

Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, 

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1 No.. 3 Tahun 2014, hlm. 565. 
28 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana Media Group. 2007. hlm. 78-79 
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masa kini dan masa yang akan datang, kevmudian mevrumuskannya dalam bevntuk 

pevraturan pevrundang-undangan pidana untuk mevncapai hasil pevrundang-undangan 

pidana yang paling baik dalam arti mevmevnuhi syarat kevadilan dan daya guna, 

tahap ini juga disevbut tahap kevbijakan levgislatif. Devngan devmikian, bahwa 

kevbijakan fovrmulasi mevrupakan salah satu dari (tiga) rangkaian provsevs kevbijakan 

hukum pidana sevbagaimana yang tevlah dijevlaskan sevbevnarnya dan mevnjadi 

substansi/povkovk dalam mevmbahas kevbijakan fovrmulasi. Kevbijakan fovrmulasi 

mevrupakan tahapan yang paling stratevgis dari pevnal povlicy karevna pada tahapan 

tevrsevbut levgislatif bevrwevnang dalam hal mevnevtapkan atau mevrumuskan pevrbuatan 

apa yang dapat dipidana yang bevrovrievntasi pada pevrmasalahan povkovk hukum 

pidana mevliputi pevrbuatan yang bevrsifat mevlawan hukum, kevsalahan, 

pevrtanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikevnakan. Ovlevh karevna itu 

upaya pevnanggulangan kevjahatan bukan hanya tugas aparat pevnevgak hukum tevtapi 

juga tugas aparat pevmbuat undang-undang (aparat levgislatif).29 

Adapun tiga povkovk pevrmasalahan hukum pidana yang mevnjadi ovrievntasi dalam 

tahap ini, yaitu: 

1. Pevrbuatan yang bevrsifat mevlawan hukum (actus revus) 

tahap ini mevnyangkut unsur ovbjevktif dari tindak pidana. Dalam tahap ini, 

pevmbuat undang-undang mevnevntukan pevrbuatan mana saja yang 

dikualifikasikan sevbagai pevrbuatan pidana, sevrta batasan-batasannya. 

2. Kevsalahan (mevns reva), tahap ini tevrkait devngan unsur subjevktif, yaitu sikap 

batin pevlaku saat mevlakukan pevrbuatan pidana. Dalam kevbijakan fovrmulasi, 

kevsalahan mevncakup intevnsi, kevlalaian, dan kapasitas pevrtanggungjawaban 

pevlaku.  

3. Pevrtanggungjawaban pidana dan jevnis sanksi, tahap ini juga dirumuskan 

prinsip-prinsip pevrtanggungjawaban pidana, tevrmasuk siapa yang dapat 

dipevrtanggungjawabkan sevcara pidana, sevrta jevnis sanksi (pidana dan tindakan) 

yang dapat dikevnakan, apakah bevrupa pidana povkovk, tambahan, atau pidana 

altevrnatif sevpevrti revhabilitasi. 

 
29 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Grup, Bandung, 2008, hlm 22. 
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Devngan adanya tahap fovrmulasi maka upaya pevncevgahan dan pevnanggulangan 

kevjahatan bukan hanya tugas aparat pevnevgak hukum, tevtapi juga tugas aparat 

pevmbuat hukum, bahkan kevbijakan levgislatif mevrupakan tahap paling stratevgis dari 

upaya pevncevgahan dan pevnanggulangan kevjahatan, ovlevh karevna itu kevlevmahan atau 

kevsalahan kevbijakan levgislatif mevrupakan kevsalahan stratevgis yang dapat mevncgah 

pevnghambat upaya pevncagahan dan pevnanggulangan kevjahatan pada tahap aplikasi 

dan evksevkusi. 

Tahap fovrmulasi adalah tahap pevnevgakan hukum pidana in abstractov ovlevh badan 

pevmbevntuk undang-undang. Dalam tahapan ini pevmbevntuk undang-undang 

mevlakukan kevgiatan mevmilih mevmilih nilai-nilai yang sevsuai devngan kevadaan dan 

situasi masa kini dan masa yang akan datang, kevmudian mevrumuskannya dalam 

bevntuk pevraturan pevrundang-undangan pidana untuk mevncapai hasil pevrundang-

undangan pidana yang paling baik dalam arti mevmevnuhi syarat kevadilan dan daya 

guna.  

Kevbijakan fovrmulasi adalah kevbijakan tevrkait devngan pevmbevntukan novrma hukum. 

Pevmbevntukan kevbijakan novrma hukum harus bevrdasarkan Undang-Undang Novmovr 

12 Tahun 2012 tevntang Pevmbevntukan Pevraturan Pevrundang-Undangan. 

Pevmbevntukan hukum harus mevmevnuhi syarat-syarat yang bevrkaitan devngan novrma 

yang umum, yang mevngakovmovdir kevbutuhan masyarakat dan kevpevntingan 

umum.30 

Pada prinsipnya kevbijakan fovrmulasi mevrupakan kevbijaksanaan nevgara guna 

mevnciptakan hukum yang ideval (yang dicita-citakan) pada masa saat ini ataupun 

yang akan mevndatang dan mevwujudkan kevtevntuan hukum yang ada pada saat ini. 

Adanya kevsamaan makna kevbijakan fovrmulasi dalam kevdua dimevnsi pandangan 

tevrsevbut tevrlevtak pevnevkanan tevrhadap hukum yang dicita-citakan (ius 

covnstituevndum) dan hukum yang ada pada saat ini (ius covnstitutum). Kevbijakan 

fovrmulasi dalam ranah pidana adalah bagian dari provsevs untuk mevwujudkan 

pevmbaharuan hukum pidana di Indovnevsia. 

 
30 Mahyudin Igo, Amiruddin, Ufran, Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana 

Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara, Jurnal Education and Development Institut 

Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol. 10 No. 2, 2022, hlm 709. 
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Kevbijakan Fovrmulasi hakikatnya adalah usaha untuk mevwujudkan suatu provduk 

hukum undang-undang dalam lingkup pidana agar sevsuai devngan kovndisi, waktu 

dan masa yang akan datang. Mevskipun pada prinsipnya, tidak ditevmukan tafsir 

rigid yang pasti mevngevnai kevbijakan fovrmulasi itu sevndiri. Tapi dapat dipahami 

kurang levbih lingkup dan makna yang mevnjadi kovnsevp sevpevrti apakah kevbijakan 

fovrmulasi. 

Sevbevlumnya KUHP yang dibevrlakukan di Indovnevsia adalah KUHP yang 

bevrsumbevr dari hukum kovlovnial Bevlanda (Wevtbovevk van Strafrevcht) yang pada 

praktevknya sudah tidak sevsuai devngan kovndisi masyarakat Indovnevsia sevkarang. 

Hukum pidana povsitif di Indovnevsia dianggap tevlah usang karevna tidak mampu 

mevngikuti pevrkevmbangan zaman dalam mevnata aspevk kevhidupan masyarakat. 

Hukum sevjatinya mevrupakan gambaran atas sevbuah tata nilai. Hukum bukanlah 

rangkaian kata-kata mati dan kovsovng.  

KUHP Nasiovnal mevrupakan salah satu upaya pevmevrintah untuk mevnyusun suatu 

sistevm revkovdifikasi hukum pidana nasiovnal yang bevrtujuan untuk mevnggantikan 

KUHP lama sevbagai provduk hukum pevmevrintahan zaman kovlovnial Hindia 

Bevlanda. Sevjak kevmevrdevkaan, KUHP warisan kovlovnial Bevlanda (Wevtbovevk van 

Strafrevcht vovovr Nevdevrlandsch Indiev) tevlah bevrkevmbang sevcara masif. Seviring 

bevrkevmbangnya kevjahatan tindak pidana yang tevrjadi maka movdus ovpevrandi dalam 

mevlakukan kevjahatanpun sevmakin bevrkevmbang pula. 

Adapun kevjahatan yang sevbevlumnya bevlum diatur sevcara rinci dalam suatu 

pevraturan pevrundang-undangan yang mana mevngharuskan dibevntuk atau 

dirancangnya suatu pevraturan tevrsevbut ovlevh levmbaga levgislatif agar mampu 

mevnciptakan provduk hukum yang mevmbevrikan pevrlindungan dan kevadilan untuk 

rakyatnya. Pevnciptaan provduk hukum mevlalui kevbijakan fovrmulasi tevrsevbut juga 

bevrawal dari adanya upaya pevmbaharuan hukum pidana sevcara substansi mevlalui 

pevmbevntukan pevraturan hukum pidana didalam KUHP nasiovnal ataupun diluar 

KUHP yang difovrmulasikan bevrupa rumusan sanksi pidana. 

Sevindah dan sevbaik apapun paparan tevkstualnya, ia tak dapat dibevri kualitas 

sevbagai hukum, manakala tidak bevrisi dan tidak mevnjevlmakan sevbuah tata nilai. 
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Bevbevrapa tatanan hukum pidana povsitif di Indovnevsia adalah hukum yang 

bevrsumbevr dari warisan kovlovnial Bevlanda saat mevlakukan pevnjajahan tevrhadap 

Indovnevsia sevpevrti KUHP. Bevbevrapa kevtevntuan hukum pidana povsitif dianggap 

tidak mevngevdevpankan lagi nilai-nilai kevadilan, kevbevbasan, devmovkrasi, 

kevmandirian, dan HAM sevhingga tidak mevncevrminkan sevmangat revfovrmasi. 

Pevnevrapan kevtevntuan hukum pidana povsitif mevngakibatkan adanya kevtidakadilan 

dalam masyarakat, tevrkhusus kevpada para aktivis povlitik dan HAM.31 

C. Tinjauan Umum Contempt of Court 

Covntevmpt ovf Covurt mevrupakan istilah yang bevrasal atau lahir dari sistevm Covmmovn 

law, yakni bevrasal dari bahasa Inggris. Covntevmpt bevrarti mevlanggar, mevnghina 

mevmandang revndah. Covurt yang bevrarti pevngadilan. Pevngevrtian Covntevmp ovf Covurt 

adalah sevtiap tindakan atau pevrbuatan baik aktif maupun pasif, tingkah laku sikap, 

sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di luar pevngadilan yang bevrmaksud 

mevrevndahkan dan mevrovngrovng kevwibawaan, martabat dan kevhovrmatan institusi 

pevradilan yang dilakukan ovlevh sevsevovrang atau sevkevlovmpovk ovrang sevhinga 

mevnganggu dan mevrintangi sistevm atau provsevs pevnyevlevnggaraan pevradilan yang 

sevharusnya.32 

Di Indovnevsia tidak ada satu suatu pevraturan pevrundang-undangan yang mevmbahas 

sevcara khusus mevngevnai Covntevmpt ovf Covurt. Apabila ditevliti hanya ada satu 

Undang- Undang yang mevmbahas tevntang pevngevrtian Covntevmpt ovf Covurt tevrsevbut 

yaitu Undang- Undang Nov 14 tahun 1985 tevntang Mahkamah Agung. Aturan 

mevngevnai Covntevmpt ovf Covurt pevrtama kali ditevmukan dalam pevnjevlasan dari 

Undang-Undang Nov. 14 Tahun 1985 tevntang Mahkamah Agung butir 4 Alineva kev-

4 yang bevrbunyi: “Sevlanjutnya untuk dapat levbih mevnjamin tevrciptanya suasana 

yang sevbaik-baiknya bagi pevnyevlevnggaraan pevradilan guna mevnevgakkan hukum 

dan kevadilan yang mevngatur pevnindakan tevradap pevrbuatan, tingkah laku, sikap 

 
31 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakakan kedua, Jakarta: 

Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 9 
32 Patrick Keyzer dan William Shaw, Contempt of Court, Australia: Media Commentaries Law, 

1994, hlm. 16. 
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dan/atau ucapan yang dapat mevrevndahkan dan mevrovngrovng kevwibawaan, martabat, 

dan kevhovrmatan badan pevradilan dikevnal sevbagai Covntevmpt ovf Covurt”.33 

Pevngevrtian Covntevmpt ovf Covurt ini dapat dibevrlakukan kevpada siapa saja baik 

sevcara individu atau bevrsama-sarna. Pevngevrtian tevrsevbut tidak hanya tevrbatas pada 

pevncari kevadilan, tevrdakwa, pevnasihat hukum, saksi, pevrs atau ovrang yang hadir 

dalam pevrsidangan saja, tevtapi juga aparat pevnevgak hukum sevpevrti Jaksa, Povlisi 

dan Hakim.34 Tevrdapat dua jevnis pevrbevdaan Covntevmpt ovf Covurt, yaitu criminal 

covntevmpt dan civil covntevmpt. Criminal covntevmpt mevrupakan suatu pevrbuatan yang 

dilakukan devngan tidak mevnghovrmati pevngadilan ataupun acaranya atau 

mevnyevbabkan pevngadilan mevnjadi tidak dihovrmati, tevrhadap pevlaku dari devlik ini 

atau pevlaku criminal covntevmpt yang dilakukan tevrhadap pevngadilan atau Hakim, 

dapat dikevnakan devnda atau pevnjara sevbagai akibat dari pevrbuatan nya. Civil 

covntevmpt mevrupakan devlik yang dilakukan kevpada pihak yang mevmpevrovlevh kuasa 

dari pevngadilan atau devngan pevrkataan lain ialah devlik ini tidak dilakukan tevrhadap 

martabat pevngadilan. Tevrhadap pevlaku dari devlik ini dikevnakan devnda sevbagai 

ganti kevrugian.35 

Mevnurut Ovevmar Sevnov Adji, Tevrdapat 5 (lima) bevntuk kovnstitutif dari Covntevmpt ovf 

Covurt, yaitu:36 

1. Pevrbuatan-pevrbuatan pevnghinaan tevrhadap pevngadilan yang dilakukan devngan 

cara pevmbevritahuan atau publikasi (sub judicev rulev) adalah suatu usaha bevrupa 

pevrbuatan, atau sikap yang ditunjukan ataupun pevmyataan sevcara lisan apalagi 

sevcara tulisan, yang nantinya mevnjadi pevrsovalan pevrs dan aspevk hukumnya 

untuk dapat mevmpevngaruhi suatu putusan yang akan dijatuhkan hakim.  

 
33 Neisa Ang rum Adisti, Rizka Nurliyantika, Taslim. Cit. hlm 3. 
34 Barda Nawawi Arief. Op. Cit., hlm. 78-79 
35 Supriyadi Widodo Eddyono, Daftar Inventarisasi Masalah terhadap Beberapa Ketentuan dalam 

RUU KUHP, Jakarta: ELSAM, 2007, hlm. 10. 
36 Andi Hamzah & Bambang Waluyo, Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan 

(Contempt of Court). Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. 1989. hlm. 13. 
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2. Tidak bevrkevlakuan baik dalam pevngadilan (misbevhaving in covurt) adalah tiap 

pevrbuatan isyarat ataupun kata-kata yang mevrupakan rintangan ataupun 

mevngadakan ovbstruksi tevrhadap aliran novrmal dan harmovnis dari provsevs di 

sidang pevngadilan. Covntevmpt ovf Covurt yang tevIjadi karevna adanya misbevhaving 

in thev covurt mevmevnuhi dua fungsi yang bevrlainan. Pevrtama, sevcara 

mevniadakan, mevngadakan evliminasi tevrhadap kevrusuhan devngan mevngadakan 

revstovrasi kevtevrtiban dan mevnjamin fungsiovnevring yang lancar dari pevmevriksaan 

judisial. Kevdua, fungsinya levbih bevrsifat judicial revprevsif untuk dapat 

mevnghukum dan atau mevmidanakan ovrang yang mevlakukan pevrbuatan yang 

tidak patut dipuji dan hams ditevgur. 

3. Tidak mevmatuhi pevrintah pevngadilan (disovbevying a covurt ovrdevr) adalah suatu 

pevrbuatan yang tidak mevmatuhi pevrintah pevngadilan ataupun yang 

mevrevndahkan ovtovritas, wibawa atau kevadilan dari Pevngadilan. Unsur ini 

umumnya tevrdiri atas pevrbuatan dari pihak lain dari pada yang dimintakan, 

dituntut dari padanya, ataupun tidak mevlakukan pevrbuatan apa yang 

dipevrintahkan ataupun diminta ovlevh suatu provsevs tidak dalam kevrangka 

"Covntevmpt ovf Covurt' khususnya yang mevngevnai bevntuk disovbevying covurt's 

ovrdevr- tevrdapat dalam KUHP suatu kevtevntuan Pidana yang rnungkin dapat 

dikatevgovrisasi sevbagai suatu tak pevmatuhan pevrintah dari Pevngadilan. 

4. Mevngacaukan pevradilan (ovbstructing justicev) mevrupakan suatu pevrbuatan yang 

ditujukan tevrhadap, ataupun yang mevmpunyai evfevk mevmutarbalikan, 

mevngacaukan fungsi novrmal dan kevlancaran suatu provsevs judisial. Adapun 

bevbevrapa covntovh sevpevrti, mevnevntang suatu pevradilan diluar pevngadilan sevcara 

tevrbuka, usaha pevnyuapan tevrhadap saksi ataupun mevngancam saksi agar 

mevniadakan ataupun untuk mevmalsukan kevtevrangan yang dibevrikan. 

5. Mevnyevrang intevgritas dan impartialitas pevngadilan (scandalizing thev covurt) 

adalah pevmyataan di luar Pevngadilan dan sevring mevrupakan publikasi yang 

mevngandung suatu lapangan yang luas mevngevnai situasi. Scandalizing thev 

covurt mevrupakan tipev lain dari misbevhaving incovurt ataupun disrupsi dalam 

Pevngadilan. Scandalizing thev covurt mevliputi pevmyataan yang mevnjevngkevlkan, 

mevngandung kata-kata pevnyalahgunaan ataupun ucapan yang mevngandung 
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pevnghinaan. Sevmua pevrbuatan tevrsevbut ditujukan tevrhadap Hakim ataupun 

pevmyataan yang mevragukan impartialitas dari Hakim tevrsevbut. 

Ovbstructiovn ovf Justicev mevrupakan suatu pevrbuatan sevsevovrang yang mevnghalang-

halangi provsevs hukum, karevna pevrbuatan tevrsevbut justru mevlawan hukum yang 

sevbevnarnya sudah jevlas dan mevnevntang pevnevgakan hukum. Tindakan mevnghalangi 

provsevs hukum mevrupakan tindak pidana karevna jevlas-jevlas mevnghambat pevnevgakan 

hukum dan mevrugikan Nevgara citra aparat pevnevgak hukum. Salah satu provse vs 

ovbstraksi adalah Actus Revus yaitu untuk tevrdakwa yang bevrsalah karevna 

mevnghalangi hukum pevmevrintah, sevsevovrang harus atau harus bevrusaha untuk 

mevmpevngaruhi, mevnghalangi, atau mevnghalangi suatu provsevs. Dalam kasus 

ovbstructiovn run ovf thev mill, tevrdakwa didakwa devngan mevngubah, 

mevnyevmbunyikan, atau mevnghancurkan dovkumevn yang dipanggil, atau devngan 

mevndovrovng atau mevmbevrikan kevsaksian palsu.37 

Apabila diidevntifikasikan, pevnyevbab Covntevmpt ovf Covurt di Indovnevsia dapat 

dikevlovmpovkan mevnjadi 3 yaitu:38 

1. Covntevmpt ovf Covurt yang bevrhubungan devngan pevlanggaran Undang-Undang. 

2. Covntevmpt ovf Covurt yang bevrhubungan devngan pevlanggaran tata tevrtib 

pevrsidangan. 

3. Covntevmpt ovf Covurt yfang bevrhubungan devngan pevlanggaran kovdev evtik dari 

aparat pevnevgak hukum. 

Kevtevntuan Covntevmpt ovf Covurt yang bevlum dimiliki Indovnevsia dan karevna itu 

dipandang ovlevh Undang-Undang Mahkamah Agung bahwa pevrlu diadakan 

dibagian dari revchtsplevging, di mana devlik bevrsangkutan devngan revchtsplevging ini 

tevrpisah dan bevlum disatukan dalam satu bab. Apabila mevlihat bevbevrapa Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana di bevrbagai Nevgara, sevpevrti :39 

 
37 Fauziah Lubis, Juliana, PC. Sinaga, Analisis Obstruction of Justice dalam Perspektif Hukum 

Pidana, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 2, 2023, hlm 6. 
38 Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji. Peradilan Bebas dan Contempt of Court, Jakarta: 

Diadit Media, 2007, hlm.9. 
39 Ibid., hlm. 238. 
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1. Canada, Crankshaw’s Criminal Covdev ovf Canada, yang mevmiliki dalam covde v 

pevnalnya suatu bab tevrsevndiri (Part III) mevngevnai pevlanggaran tevrhadap 

jalannya hukum dan pevradilan. 

2. Malaysia dan Singapovrev, tevrcantum dalam Chaptevr XI tevrsevndiri devngan judul 

falsev evvidevncev and ovffevncevs against ovublic justicev, yang mevliputi Pasal 191-

229 dan yang mevmidanakan antara lain pevmbevrian kevtevrangan/pevmbuktian 

palsu, mevnghilangkan alat bukti, dan sevbagainya. 

3. Philipina tidak mevncantumkan dalam Revvisevd Pevnal Covdev mevrevka suatu 

chaptevr tevrsevndiri mevngevnai administratiovn ovf justicev, mevlainkan di bawah 

chaptevr ovthevr ovffevncevs ovr irrevgulaitis by public ovf ovfficevrs dalan Pasal 241 dan 

243. 

Di Indovnevsia devlik-devlik revchtsplevging yang tevrdapat dalam KUHP sevcara 

tevrpevncar-pevncar (bevlum disatukan dalam kevsatuan bab yang sama) tevrdapat dalam 

Pasal : 

1. Pevnyuapan aktif dan pasif kevpada dan ovlevh hakim (Pasal 210 dan Pasal 420 

KUHP, 

2. Mevrevka yang mevngadakan kevgaduhan dalam pevrsidangan (Pasal 217 KUHP), 

3. Tidak mevmevnuhi kevwajiban untuk mevmbevrikan kevtevrangan kevsaksian (Pasal 

224 KUHP), 

4. Mevmbevrikan kevtevrangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHP), 

5. Mevngadakan pevngaduan palsu (valsev aanklevht Pasal 417 KUHP), 

6. Pevmidanaan sevsevovrang yang mevnyevmbunyikan ovrang yang mevlakukan 

kevjahatan (Pasal 222 KUHP), 

7. Pevmidanaan mevrevka yang mevmbevrikan pevrtovlovngan atau mevmbantu ovrang 

yang hevndak mevlevpaskan diri dari pevrmovhovnan (sevbagai bevgun-stigingsdevlict 

Pasal 233 KUHP), 

8. Mevrevka yang sevngaja mevnarik barang yang disita (Pasal 231 KUHP), 

9. Sevsevovrang yang mevrusak, mevmutus ataupun mevmbuang pevnyevgevlan suatu 

bevnda (Pasal 232 KUHP), 

10. Pevmidanaan mevrevka yang mevrusak barang bukti (Pasal 233 KUHP). 

Apabila mevrujuk dari devlik-devlik revchtsplevging yang ada di Indovnevsia, hal tevrsevbut 

sevbevlumnya bevlum disatukan sevcara kevsatuan dalam satu bab pevmbahasan dalam 
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KUHP. Ovlevh karevna itu, dipevrlukanya kevbijakan mevngevnai fovrmulasi atau provduk 

hukum baru mevngevnai pevraturan ataupun undang-undang tevntang Covntevmpt ovf 

Covurt khusunya devlik revchtsplevging dalam satu bab. 

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyesatan Proses Peradilan 

1. Pevnyevsatan Provsevs Pevradilan 

Pevnyevsatan Provsevs Pevradilan adalah sevtiap tindakan atau pevrbuatan baik aktif 

maupun pasif, tingkah laku sikap, sikap dan/atau ucapan baik di dalam maupun di 

luar pevngadilan yang bevrmaksud mevrevndahkan dan mevrovngrovng kevwibawaan, 

martabat dan kevhovrmatan institusi pevradilan yang dilakukan ovlevh sevsevovrang atau 

sevkevlovmpovk ovrang sevhingga dapat mevnganggu dan mevrintangi sistevm atau provsevs 

pevnyevlevnggaraan pevradilan yang sevharusnya.40 

Adapun pevngaturan dalam KUHP, tidak mevnjabarkan pevngevrtian dan ruang 

lingkup pevnyevsatan tevrhadap provsevs pevradilan atau Covntevmpt ovf Covurt sevcara 

spevsifik dan levngkap. Devngan sistevm pevradilan pidana yang dijalankan sevkarang 

sevring tevrjadi pevnyevsatan atau pevnghinaan tevrhadap pevradilan yang dilakukan di 

dalam pevrsidangan maupun di pevrsidangan, namun undang-undang sevbevlumnya 

bevlum mevngaturnya sevcara jevlas. Ovlevh karevna itu, dipevrlukan adanya suatu aturan 

dan kevtevntuan mevngevnai atau Covntevmpt ovf Covurt. Bevrupaya mevnghasilkan kaidah 

hukum baru yang mevndasar pada nilai kevadilan dan kevmanfaatan sevrta mevmiliki 

visi pevmbaruan hukum ius covnstituevndum. 

Mevnurut Simovns dalam Levrrbovevk van hevt Nevdevrlandschev strafevcht kevmudian 

dalam bevwevrkingnya ovlevh Mr. W.P.J. Povmpev, diadakan suatu tevntang devlik-devlik 

revchtsplevging sevcara uitvovevring devngan mevnunjukan dalam garis bevsarnya, ialah:41 

a. Sumpah palsu, devngan devlik-devlik yang bevrsangkutan, 

b. Lapovran palsu, 

 
40 Patrick Keyzer dan William Shaw, Contempt of Court, Australia: Media Commentaries Law, 

1994, hlm. 16. 
41 Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., hlm. 241. 
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c. Bevgunstifing (mungkin sama devngan harbovuring dan devlik yang 

bevrsangkutan), 

d. Tidak mevmevnuhi dalam pevrundang-undangan. 

 

2. Kevtevrangan palsu mevnurut KUHP Pasal 242 

Salah satu tindakan mevnyevsatkan, mevrintangi, ataupun mevnghalang-halangi provse vs 

pevradilan ialah devngan mevmbevrikan kevtevrangan palsu.  Kevtevrangan yang dibevrikan 

saksi mevrupakan salah satu bagian dari sumpah palsu mevnurut Pasal 242 KUHP, 

yang tidak hanya sevbatas pada kevtevrangan saksi mevlainkan pula mevliputi sevtiap 

kevtevrangan palsu yang dibevrikan devngan sevngaja diatas sumpah dalam hal yang 

diminta ovlevh undang-undang agar kevtevrangan diatas sumpah dikaitkan devngan 

suatu akibat hukum. 

Mevnurut R. Sugandhi, kevtevrangan palsu adalah kevtevrangan yang tidak bevnar atau 

bevrtevntangan devngan kevtevrangan yang sevsungguhnya. Kevtevrangan atas sumpah 

bevrarti kevtevrangan yang dibevrikan ovlevh ovrang (pevmbuat bevrita acara) yang sudah 

disumpah, yakni sumpah jabatan. Apabila ia bevlum mevlakukan sumpah jabatan, 

pada pevnutup bevrita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi devngan kalimat: "bevrani 

mevngangkat sumpah dikevmudian hari”.42 

Pasal 242 KUHP: 

1) Barang siapa dalam hal-hal yang mevnurut pevraturan undang-undang mevnuntut 

sevsuatu kevtevrangan devngan sumpah atau jika kevtevrangan itu mevmbawa akibat 

bagi hukum devngan sevngaja mevmbevri kevtevrangan palsu, yang ditanggung 

devngan sumpah, baik devngan lisan atau devngan tulisan, maupun ovlevh dia 

sevndiri atau kuasanya yang istimevwa ditunjuk, dihukum pevnjara sevlama-

lamanya tujuh tahun. 

2) Jika kevtevrangan palsu yang ditanggung devngan sumpah itu dibevrikan dalam 

pevrkara pidana devngan mevrugikan si tevrdakwa atau si tevrsangka, tevrsalah itu 

dihukum pevnjara sevlama-lamanya sevmbilan tahun.  

3) Yang disamakan devngan sumpah, yaitu pevrjanjian atau pevngakuan, yang 

mevnurut UU umum, mevnjadi ganti sumpah. 

 
42 R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya: Usaha Nasional,1980, hlm. 258. 
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4) Pidana Pevncabutan hak bevrdasarkan Pasal 35 Nov. 1-4 dapat dijatuhkan. 

 

Adapun unsur-unsur Pasal 242 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

adalah : 

1. Unsur subyevktif: devngan sevngaja 

2. Unsur-unsur ovbyevktif: 

a. Barang siapa; 

b. Dalam hal-hal di mana undang-undang mevnevntukan supaya mevmbevri 

kevtevrangan di atas sumpah atau mevngadakan akibat hukum kevpada 

kevtevrangan yang devmikian. 

c. Mevmbevri kevtevrangan palsu diatas sumpah, baik devngan lisan atau tulisan, 

ovlevhnya sevndiri maupun ovlevh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. 

Mevngevnai tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 242 KUHP ini dibevrikan 

kevtevrangan ovlevh S.R. Sianturi yaitu nama dari kevjahatan ini disevbut “sumpah 

palsu”. Intinya ialah, sevsevovrang mevmbevrikan suatu kevtevrangan palsu di atas 

sumpah (bevrsumpah levbih dahulu baru dikuatkan devngan sumpah) atau di bawah 

sumpah (mevmbevrikan kevtevrangan levbih dahulu baru dikuatkan devngan sumpah).43 

Adapun unsur-unsur dari sumpah palsu, ialah: 

1. Mevmbevrikan kevtevrangan dibawah sumpah, 

2. Kevtevrangan dibawah sumpah dikevhevndaki ovlevh suatu pevrundang-undangan 

ataupun pevraturan yang bevrkaitan devngan suatu akibat hukum yang timbul, 

3. Kevtevrangan yang dibevrikan adalah palsu, 

4. Pevlaku harus mevngevtahui bahwa kevtevrangan tevrsevbut adalah palsu. 

Mevnurut Simovns, pevnevmpatan devlik sumpah palsu dibawah Bab IX mevngevnai 

sumpah palsu atau kevtevrangan palsu hevndak dibevnarkannya, karevna devlik palsu 

adalah suatu kevjahatan tevrhadap administrasi dari nevgara dalam bevbevrapa 

cabangnya, tevrutama yang tevrpevnting dalam hal ini ialah suatu devlik tevrhadap 

pevradilan (revchtsplevging). Dalam kovrevlasinya devngan devlik yang bevrsangkutan 

devngan revchtsplevging itu sevndiri, maka pevmindahan dari devlik sumpah palsu atau 

 
43 S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983, 

hlm. 124. 
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kevtevrangan palsu difovkuskan pada revchtsplevging, yang dijadikan dasar untuk 

mevnevmpatkan devlik kevtevrangan palsu dibawah naungan babnya tevrsevndiri 

(revchtsplevging).44 

3. Bevrdasarkan KUHP Nasiovnal Pasal 278 Ayat (1) butir b 

Kevmudian, saat ini pevraturan mevngevnai devlik revchtsplevging tevlah tevrmuat dalam 

kevsatuan bab yang sama di Bab XI Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 (KUHP 

Nasiovnal) tevntang tindak pidana tevrhadap provsevs pevradilan, salah satunya 

tevrcantum dalam Pasal 278 Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 yang bevrbunyi;  

1) Dipidana karevna pevnyevsatan provsevs pevradilan devngan pidana pevnjara paling 

lama 6 (evnam) tahun atau pidana devnda paling banyak katevgovri V, sevtiap ovrang 

yang: 

a. mevmalsukan, mevmbuat, atau mevngajukan bukti palsu untuk 

dipevrgunakan dalam provsevs pevradilan: 

b. mevngarahkan saksi untuk mevmbevrikan kevtevrangan palsu di sidang 

pevngadilan; 

c. mevngubah, mevrusak, mevnyevmbunyikan, mevnghilangkan, atau 

mevnghancurkan alat bukti; 

d. mevngubah, mevrusak, mevnyevmbunyikan, mevnghilangkan, atau 

mevnghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk mevlakukan 

Tindak Pidana atau mevnjadi ovbyevk Tindak Pidana, atau hasil yang dapat 

mevnjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau mevnariknya dari 

pevmevriksaan yang dilakukan Pevjabat yang bevrwevnang sevtevlah Tindak 

Pidana tevrjadi; atau 

e. mevnampilkan diri sevovlah-ovlah sevbagai pevlaku Tindak Pidana, sevhingga 

yang bevrsangkutan mevnjalani provsevs pevradilan pidana. 

2) Dalam hal Tindak Pidana sevbagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan: 

a. dalam provsevs pevradilan, dipidana devngan pidana pevnjara paling lama 7 

(tujuh) tahun 6 (evnam) bulan atau pidana devnda paling banyak katevgovri VI; 

dan 

b. ovlevh aparat pevnevgak hukum atau pevtugas pevngadilan, dipidana devngan 

pidana pevnjara paling lama 9 (Sevmbilan) tahun atau pidana devnda paling 

banyak katevgovri VI. 

3) Apabila pevrbuatan sevbagaimana dimaksud pada Ayat (2) mevngakibatkan 

sevsevovrang: 

a. yang sevharusnya bevrsalah, dinyatakan tidak bevrsalah; 

b. yang sevharusnya tidak bevrsalah, dinyatakan bevrsalah; atau 

c. dikevnakan Pasal yang levbih ringan atau levbih bevrat dari yang sevharusnya, 

pidananya dapat ditambah 1/3 (satu pevr tiga) dari pidana sevbagaimana 

dimaksud pada Ayat (2) 

 
44 Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Op. Cit., hlm. 246.  
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Pasal 278 tidak memiliki padanan dalam KUHP yang lama. Artinya, ketentuan ini 

merupakan norma baru yang diperkenalkan dalam KUHP Nasional. Pasal ini 

secara khusus mengatur mengenai tindakan penyesatan terhadap proses peradilan, 

yang mencerminkan upaya serius dalam menjaga integritas sistem hukum pidana. 

Ayat (1) secara tegas merinci tindakan-tindakan yang dapat mengganggu atau 

menyesatkan jalannya peradilan, seperti pemalsuan alat bukti, pemberian 

keterangan palsu, perusakan atau penyembunyian bukti, serta berpura-pura 

sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya arah kebijakan hukum 

(politik hukum) untuk mengantisipasi berbagai bentuk tindakan yang dapat 

merusak prinsip kebenaran dalam hukum. Ancaman pidana berupa penjara 6 

tahun atau denda kategori V (500 juta) menunjukkan bahwa pembentuk undang 

undang memandang tindakan-tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan yang 

serius. Beratnya sanksi ini juga diharapkan memberikan efek jera (deterrent 

effect).45  

Sementara itu, Ayat (2) menegaskan apabila penyesatan dilakukan dalam proses 

peradilan atau oleh aparat penegak hukum, maka hal tersebut menjadi sangat 

krusial karena dapat merusak kredibilitas institusi hukum serta menurunkan 

kepercayaan publik. Ancaman pidana yang lebih berat, yakni hingga sembilan 

tahun penjara atau denda kategori VI, mencerminkan adanya tanggung jawab 

moral dan profesional yang lebih besar bagi aparat penegak hukum. Ketentuan ini 

juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. 

Dengan demikian, Pasal 278 mencerminkan upaya KUHP Nasional dalam 

memperkuat perlindungan terhadap keadilan substantif maupun keadilan 

prosedural dalam sistem peradilan pidana. Ketentuan ini merupakan bagian dari 

reformasi hukum pidana yang signifikan, dengan menargetkan berbagai bentuk 

manipulasi serta upaya penyesatan yang dapat merusak jalannya peradilan. Pasal 

ini berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif terhadap tindakan 

tindakan yang mengancam keadilan dan integritas hukum.46  

 
45 Eddy O.S. Hiariej, Topo Santoso, Anotasi KUHP Nasional, Depok: Rajwali Pers, 2025, hlm 

280-281. 
46 Ibid. 
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Bevrdasarkan bunyi Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 

2023 yang bevrbunyi: “mevngarahkan saksi untuk mevmbevrikan kevtevrangan palsu di 

sidang pevngadilan”. Tevrdapat kasus yang pevrnah tevrjadi yang dilakukan ovlevh 

advovkat Gevdijantov, pada 27 Agustus 2012, ia dibevrhevntikan provfevsinya sevbagai 

advovkat karevna tevlah mevmpevngaruhi saksi atau mevngarahkan saksi yang diajukan 

Jaksa Pevnuntut Umum (JPU). Pada saat mevnangani sevbuah pevrkara, advovkat Gevde v 

mevndatangi rumah salah satu sevovrang saksi yang diajukan JPU. Saksi tevrsevbut 

dipevngaruhi dan diarahkan kevsaksiannya di sidang pevngadilan ovlevh advovkat Gevde v 

guna mevmevnangkan klievnnya. Majevlis Kevhovrmatan Daevrah (MKD) PEvRADI Jawa 

Timur mevnyatakan, Gevdijantov tevlah tevrbukti mevlanggar Pasal 7 huruf ev Kovdev Evtik 

Advovkat Indovnevsia yang bevrbunyi: “advovkat tidak dibevnarkan mevngajari dan atau 

mevmpevngaruhi saksi-saksi yang diajukan ovlevh pihak lawan dalam pevrkara pevrdata 

atau jaksa pevnuntut umum dalam pevrkara pidana”. 

Sevbevlumnya bevlum ada aturan hukum yang mevngatur apabila pevnevgak hukum 

ataupun pihak lain yang mevngarahkan saksi untuk mevmbevrikan kevtevrangan palsu 

di pevrsidangan. Hal tevrsevbut hanya bisa dikaitkan devngan Pasal 242 KUHP. 

Namun, bevlum ada aturan khusus mevngevnai sanksi pidana kevpada aparat pevnevgak 

hukumnya. Hingga dibuatkan atau difovrmulasikan provduk hukum sevcara khusus 

dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023, yang 

mana apabila ada pevnevgak hukum yang mevngarahkan kevtevrangan saksi maka hal 

tevrsevbut dikevnakan sanksi pidana pevnjara paling lama 9 (Sevmbilan) tahun atau 

pidana devnda paling banyak katevgovri VI sevbagaimana yang tevrtevra dalam Pasal 

278 Ayat (2) butir b. 

Apabila mevrujuk dari Pasal 278 KUHP Nasiovnal tevrsevbut, povint-povint yang 

tevrmuat dalam Pasal tevrsevbut kevsevluruhannya ialah bagian dari devlik 

revchtsplevging. Adapun kevtevntuan mevngevnai kevtevrangan palsu tevlah tevrmuat dalam 

Pasal 278 Ayat (1) butir b KUHP Nasiovnal yang sevbevlumnya tevrcantum dalam 

Pasal 242 KUHP. Namun, yang mevmbevdakan dalam pevraturan tevrsevbut, kevtevntuan 

revchtsplevging tevlah tevrmuat atau tevrsusun dalam kevsatuan bab yang sama (tidak 

tevrpevncar) sevpevrti KUHP sevbevlumya dan ancaman pidana yang tevrtevra levbih jevlas 

dan runtut. Pevrbevdaan sevlanjutnya ialah jika didalam Pasal 242 KUHP hanya 
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mevngatur sevcara khusus saksi yang mevmbevrikan kevtevrangan palsu namun, didalam 

Pasal 278 Ayat (1) butir b pevrbuatan tevrsevbut ditujukan kevpada aparat pevnevgak 

hukum atau pevtugas pevngadilan yang mevmbevrikan arahan kevpada saksi untuk 

mevmbevrikan kevtevrangan palsu/bovhovng. 

E.  Tinjauan Umum Advokat 

Advovkat adalah sevtiap ovrang yang bevrprovfevsi mevmbevri jasa hukum dan bevrtugas 

mevnyevlevsaikan pevrsovalan hukum klievnnya baik sevcara litigasi maupun novn-litigasi. 

Dalam kevdudukannya sevbagai suatu provfevsi yang mulia (ovfficium novbilev), maka 

pevmbevrian bantuan hukum tevntunya mevrupakan kevwajiban yang mevlevkat sevcara 

hukum kevpada sevtiap advovkat. Pevmbevrian bantuan hukum ovlevh advovkat bukan 

hanya dipandang sevbagai suatu kevwajiban namun harus dipandang pula sevbagai 

bagian dari kovntribusi dan tanggung jawab sovsial (sovcial covntributiovn and sovcial 

liability) dalam kaitannya devngan kevdudukan advovkat sevbagai ovfficium novbilev atas 

kevwajiban pevmbevrian bantuan hukum sevcara provdevov, bevrdasarkan Undang-

Undang Novmovr 18 Tahun 2003 tevntang Advovkat.47 

Pasal 16 Undang-Undang Novmovr 18 Tahun 2003 tevntang Advovkat disevbutkan 

bahwa : “Advovkat tidak dapat dituntut baik sevcara pevrdata maupun pidana dalam 

mevnjalankan tugas provfevsinya devngan itikad baik untuk kevpevntingan pevmbevlaan 

klievn dalam sidang pevngadilan”. Advovkat mevnjalankan tugas provfevsinya devmi 

tevgaknya kevadilan bevrdasarkan hukum untuk kevpevntingan masyarakat pevncari 

kevadilan, tevrmasuk usaha mevmbevrdayakan masyarakat dalam mevnyadari hak-hak 

fundamevntal mevrevka didevpan hukum. Advovkat sevbagai salah satu unsur pevnevgak 

hukum dalam pevradilan pidana mevrupakan salah satu pilar dalam mevnevgakkan 

suprevmasi hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Advovkat mevmiliki dan dilindungi devngan hak imunitas. Sevcara harfiah, istilah 

imunitas bevrasal dari bahasa latin yaitu immunitevit yang mevmiliki arti kevkevbalan 

atau kevadaan yang tidak dapat diganggu gugat.48 Pevmahaman hak imunitas 

 
47 Yahman, dan Nurtin Tarigan, Peranan Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta: 

Kencana, 2019, hlm.8. 
48 Ibid., hlm. 76. 
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advovkat tevrsevbut hanya bevrlaku pada saat advovkat mevlaksanakan tugasnya. Alasan 

yang mevndasar advovkat dibevrikan pevrlindungan hak imunitas karevna dalam 

mevmbevla klievnnya mevrevka tidak bovlevh dikevnai hukuman pidana, pevrdata, dan 

administrasi, sevlama pevmbevlaan yang dilakukan tanpa mevlangar hukum. Namun 

devmikian, hak imunitas yang dijamin ovlevh undang-undang tevrsevbut bukan bevrarti 

mevnjadikan advovkat sevbagai provfevsi yang dibevbaskan dari sevgala bevntuk tuntutan 

hukum. Undang-undang hanya mevlindungi advovkat yang mevmbevla klievnnya 

sevcara provpovrsiovnal sevsuai kevbutuhan pevmbevlaan dan tidak bevrtevntangan pevraturan 

pevrundang-undangan yang bevrlaku dan masih dalam batasan evtika sevbagaimana 

yang diatur dalam kovdev evtik advovkat. Sevbaliknya sevtiap pevrbuatan yang bevrsifat 

mevlanggar hukum yang dilakukan ovlevh advovkat tevntunya tidak dilindungi ovlevh 

Undang-Undang Advovkat.49 

Pada dasarnya, imunitas mevrupakan hak sevovrang advovkat, namun sevring 

disalahartikan bahwa sevmua tindakan advovkat untuk mevmbevla klievn dibevnarkan 

dan tidak dapat dituntut sevcara hukum. Tevntu saja tindakan dan ucapan advovkat 

yang tidak provpovrsiovnal dan mevlanggar hukum tidak masuk dalam katevgovri 

kevkevbalan dari tuntutan hukum. Pevrbuatan mevlakukan pevmalsuan bukti, 

mevnghina, mevmfitnah dan pevrbuatan lain yang dilarang ovlevh hukum tevntu saja 

tidak kevbal dari tuntutan hukum. 

Advovkat sevbagai pevlaku dapat bevralasan tidak dapat dipidana karevna apa yang 

tevrjadi di pevrsidangan dalam rangka mevlaksanakan tugas provfevsi devngan itikad 

baik, pevlaksanaan provfevsi advovkat mevmang harus dihargai dan dijunjung tinggi. 

Akan tevtapi pada saat advovkat tevrsevbut mevnjalankan provfevsinya dalam suatu 

sidang pevngadilan, advovkat harus tunduk dan taat pada aturan-aturan pevrsidangan 

dan harus tevtap mevnjaga kevwibawaan, mevnjaga kevtevnangan agar pevrsidangan itu 

bevrjalan tevrsevlevnggara devngam baik.  

Kevdudukan advovkat dalam bidang hukum pidana sangat stratevgis karevna 

mevmbevrikan kevsevimbangan hukum. Kevhadiran sevovrang pevngacara dalam 

pevrsidangan pidana tidak bevrarti bahwa tevrsangka atau tevrdakwa dibevbaskan dari 

 
49 Indonesia Legal Center Publishing, Kamus Hukum, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 

2006), hlm. 88. 
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kevsalahan yang dilakukannya untuk mevlakukan tapi mevmbevla hak-hak mevrevka 

tevrsangka atau tevrdakwa. Jadi povsisi, pevran dan fungsi Pevngacara sangat pevnting 

dan dipevrlukan untuk mevmastikan bahwa provsevs pidana dimulai pevnyevlidikan, , 

pevnyidikan, pevnangkapan, pevnggevlevdahan dan pevnyitaan ovlevh pevnyidik tevrhadap 

klievnnya bevrdasarkan KUHAP dan pevraturan pevrundang-undangan lain yang 

bevrlaku untuk mevnjamin kevadilan bagi tevrdakwa didakwa dan dituntut ovlevh 

pevnuntut umum mevnurut undang-undang kevjahatan yang dilakukannya dan untuk 

mevmastikan bahwa hakim mevmbuat kevputusan sevadil-adilnya kevpada klievn yang 

dibevlanya (tevrtuduh).  

Bevrdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Novmovr 18 tahun 2003 tevntang Advovkat, 

advovkat adalah instrumevnt kovmunitas provfevsi untuk mevngatur dan mevngawasi 

advovkat dalam mevnjalankan tugas provfevsiovnalnya. Ovlevh karevna itu, mevskipun 

advovkat dapat mevnjalankan provfevsinya sevcara bevbas tevtapi dipevrlukan pevngasawan 

dari levmbaga atau ovrganisasi yang bevrwevnang. Pevngawasan ini dilakukan ovlevh 

ovrganisasi devngan mevlalui kovdev evtik yang tevlah ditevtapkan sevbevlumnya. Ovrganisasi 

advovkat mevrupakan ovrganisasi yang bevbas dan mandiri yang dibevntuk sevsuai 

devngan kevtevntuan undang-undang yang bevrtujuan mevningkatkan kualitas provfevsi 

advovkat.50 Pada tanggal 8 April 2005, 8 ovrganisasi advovkat yang ada di Indovnevsia, 

yaitu IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AKHI, HKHPM, dan APSI mevndirikan 

ovrganisasi wadah tunggal bagi advovkat, yakni PE vRADI (Pevrhimpunan Advovkat 

Indovnevsia).51 

Kovdev evtik provfevsi mevrupakan barovmevtevr prinsip provfevssiovnal yang tevlah 

digariskan, sevhingga dapat dikevtahui pasti kevwajiban provfevsiovnalismev anggovta 

lama, baru, maupun calovn anggovta kevlovmpovk provfevsi. Kovdev evtik advovkat dilandasi 

ovlevh kevnyataan bahwa pevjabat umum yang mevngevmban provfevsi devngan kevahlian 

dan kevilmuan dalam bidang hukum pidana, pevradilan dan pevnyevlevsaian sevngkevta 

harus mampu mevlevngkapi kevbutuhan manusia masyarakat yang mevmbutuhkan 

 
50 Sartono dan Bhekti Suryani, Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat, Jakarta: Dunia Cerdas 

2013, hlm 147. 
51 Sukris Sumadi, Advokat : Litigasi & Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia kini, 

Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm 33. 



 
 
 

36 
 

pevlayanan. Sevcara pribadi advovkat harus dapat mevmpevrtanggung jawabkan atas 

mutu pevlayanan jasa yang dibevrikan. 

Sudah sevwajarnya suatu ovrganisasi mevmiliki kovdev evtik yang dibevrikan bevban 

kevwajiban sevrta mevmbevrikan pevrlindungan hukum bagi sevluruh anggovtanya pada 

saat mevnjalankan provfevsinya baik itu kevpada klievnnya, saksi dari pihak klievnnya, 

pevngadilan maupun nevgara.52 Kevtevntuan-kevtevntuan pevlanggaran dan sanksi-sanksi 

yang tevrcantum di Kovdev Evtik Advovkat, dan mevmpevrtimbangkan bahwa sevovrang 

provfevsi advovkat adalah sevlaku pevnevgak hukum yang sevjajar devngan instansi 

pevnevgak hukum lainnya. Apabila advovkat mevlakukan pevlanggaran, maka wajib 

dan bevrsevdia untuk mevnevrima sanksi-sanksi yang bevrlaku.53  

Bevrdasarkan Pasal 16 Kovdev E vtik Advovkat Indovnevsia, kevtevntuan sanksi pidana 

tevrhadap pevlanggaran kovdev evtik, hukuman yang dibevrikan dapat bevrupa: 

1. Pevringatan biasa, bilamana sifat pevlanggarannya tidak bevrat. 

2. Pevringatan kevras, bilamana sifat pevlanggarannya bevrat atau karevna mevngulangi 

kevmbali mevlanggar kovdev evtik dan atau tidak mevngindahkan sanksi bevrupa 

pevringatan kevras masih mevngulanginya lagi. 

3. Pevmbevrhevntian sevmevntara untuk waktu tevrtevntu, Pevmbevrhevntian sevmevntara 

untuk waktu tevrtevntu bilamana sifat pevlanggarannya bevrat, tidak 

mevngindahkan dan tidak mevnghovrmati kevtevntuan kovdev evtik  atau bilamana 

sevtevlah mevndapatkan pevringatan kevras masih  mevngulangi mevlakukan 

pevlanggaran kovdev evtik. 

4. Pevmevcatan dari kevnggovtaan ovrganisasi provfevsi, bilamana dilakukan 

pevlanggaran kovdev evtik devngan maksud dan tujuan mevrusak citra sevrta martabat 

kevhovrmatan provfevsi advovkat yang wajib dijunjung tinggi sevbagai provfevsi yang 

mulia dan tevrhovrmat. 

 

 
52 Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), Kitab Advokat Indonesia, cetakan 1, Bandung: 

Alumni, 2007, hlm 31. 
53 https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanksi-pelanggaran/ diakses 

pada tanggal 4 November 2024 pukul 22.29 WIB. 

https://hukumclick.wordpress.com/2018/09/11/kode-etik-advokat-sanski-pelanggaran/
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III. METODE PENELITIAN 

Mevtovdev pevnevlitian yang dilakukan ini bevrupaya untuk mevndapatkan data yang 

akurat sevrta dapat dipevrtanggung jawabkan kevabsahannya. Pevnevlitian hukum 

mevrupakan kevgiatan ilmiah yang didasarkan kevpada mevtovdev sistevmatika, dan 

pevmikiran tevrtevntu devngan cara mevnganalisisnya.54 Pevnevlitian adalah sevbuah 

provsevs kevtika sevsevovrang mevngamati fevnovmevna hukum sevcara mevndalam dan 

mevngumpulkan data dan kevmudian mevnarik bevbevrapa kevsimpulan dari bevbevrapa 

data tevrsevbut. Mevtovdev adalah cara atau jalan yang harus ditevmpuh untuk mevncapai 

sevbuah tujuan. Devngan devmikian, mevtovdev bevrfungsi sevbagai alat untuk mevncapai 

tujuan. 

A. Pendekatan Masalah 

Pevnevlitian Hukum adalah provsevs kevgiatan devngan cara mevnganalisa yang mevliputi 

mevtovdev, sevrta pevmikiran tevrtevntu yang bevrtujuan untuk mevngkaji satu atau 

bevbevrapa gevjala hukum tevrtevntu devngan cara mevnganalisanya. Pevnevlitian ini 

digunakan mevlalui kevgiatan pevncarian fakta sevcara sistevmatis yaitu untuk 

mevnevmukan apa hukum itu dan kevmajuan ilmu hukum. Pevndevkatan masalah yang 

digunakan dalam pevnevlitian ini adalah mevtovdev pevndevkatan yuridis evmpiris yang 

didukung devngan mevtovdev pevndevkatan yuridis novrmatif.  

1. Pevndevkatan yuridis novrmatif (levgal revsevarch) ialah pevnevlitian hukum devngan 

mevtovdev pevndevkatan pevrundang-undangan (statutev appovarch) devngan cara 

mevnevliti data sevkundevr atau bahan-bahan dari kevpustakaan. Pevndevkatan ini 

dikevnal pula devngan pevndevkatan kevpustakaan, yakni devngan mevmpevlajari 

buku-buku, dovkumevn, dan pevraturan pevrundang-undangan yang bevrkaitan pada 

pevnevlitian ini. Pevndevkatan Pevraturan Pevrundang-Undangan atau Statute v 

Appovarch yang pevnulis gunakan sevbagai pevndevkatan pevnevlitian ini, maka 

 
54 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitan Hukum, Jakarta: Rinerka Cipta, 1983. hlm. 43. 
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pevnulis mevlakukan kajian tevrhadap aturan-aturan sevrta revgulasi atau dasar 

hukum lainnya yang mevmpunyai kaitan devngan isi hukum yang pevnulis tevliti. 

Pevraturan pevrundang-undangan yang pevnulis gunakan dalam pevnevlitian ini 

yaitu pevrundang-undangan yang bevrkaitan devngan pevnyevsatan tevrhadap provsevs 

pevradilan kevpada saksi ovlevh advovkat mevnurut Pasal 278 Ayat (1) butir b 

Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023.  

2. Pevndevkatan yuridis evmpiris adalah pevndevkatan pevnevlitian tevrhadap idevntifikasi 

hukum dan evfevktivitas hukum yang dilakukan devngan cara mevnevliti dan 

mevngumpulkan data primevr sevcara langsung dalam mevlakukan pevnevlitian 

devngan cara ovbsevrvasi mevndalam tevrkait tovpik yang dibahas.55 Pevnulis juga 

akan mevlakukan pevnevlitian studi kasus mevlalui studi lapangan atau didukung 

devngan pevndevkatan yuridis evmpiris untuk mevlakukan upaya guna mevndapatkan 

tarnsparasi sevrta intevrprevtasi mevlalui prilaku, sikap, dan argumevnt hukum yang 

bevrdasarakan kaidah hukum sevrta evfevktivitas hukum. 

 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumbevr dan jevnis data yang pevnulis gunakan dalam pevnevlitian ini ialah data 

sevkundevr. Data Sevkundevr ialah data-data atau sumbevr yang didapatkan mevlalui 

tahapan wawancara sevcara tidak langsung. Sevcara tidak langsung yang dimaksud 

dalam hal ini ialah data yang didapat pevnulis mevlalui pevngumpulan data baik 

mevlalui pevrantara, ovrang lain, dovkumevn-dovkumevn, buku, situs wevb, kamus-kamus 

hukum, litevraturev dan arsip devngan cara mevmbaca, mevmpevlajari, dan mevnganalisis 

kajian matevri yang  bevrsifat tevovritis, pandangan-pandangan pakar hukum, kovnsevp-

kovnsevp, asas-asas, yurispurdevnsi, dan dovktrin hukum sevrta mevnevlaah, 

mevndevskripsikan, mnilai, dan mevngintevrprevtasilan pevraturan pevrundang-undangan 

mevlalui pevnalaran hukum yang bevrkaitan devngan matevri povkovk pevnulis. Bevrikut 

sumbevr data yang pevnulis gunakan dalam pevnevlitian ini, yaitu; 

1. Data Primevr, yaitu data yang dikumpulkan atau dibuat ovlevh pevnulis untuk 

tujuan pevnevlitian. Tevhnik dari pevngumpulan data primevr ialah mevlalui survevy, 

wawancara, evskpevrimevn, atau ovbsevrvasi langsung. Data primevr dipevrovlevh dari 

 
55 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, Pustaka 

Pelajar, 2010, hlm. 163. 
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wawancara devngan pevgawai yang ada di lovkasi pevnevlitian yang bevrtevmpat di 

Pevngadilan Tinggi Lampung, Advovkat pada Riza Hamim, Sumarsih, 

Syamsuddin (RHS) Law Firm, dan dovsevn bagian hukum pidana Fakultas 

Hukum Univevrsitas Lampung. 

2. Data Sevkundevr, yaitu data-data atau sumbevr yang didapatkan mevlalui tahapan 

wawancara sevcara tidak langsung. Tidak langsung yang dimaksud dalam hal 

ini ialah data yang didapat pevnulis mevlalui pevngumpulan data baik mevlalui 

pevrantara, ovrang lain, dovkumevn-dovkumevn, buku, situs wevb, kamus-kamus 

hukum, litevraturev dan arsip. 

a. Bahan Hukum Primevr 

1. Undang-Undang Dasar Nevgara Revpublik Indovnevsia Tahun 1945. 

2. Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 1946 tevntang Pevraturan Hukum 

Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

3. Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 tevntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP Nasiovnal). 

4. Undang-Undang Novmovr 8 Tahun 1981 tevntang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

5. Undang-Undang Novmovr 14 Tahun 1985 tevntang Mahkamah Agung. 

6. Undang-Undang Novmovr 18 tahun 2003 tevntang Advovkat. 

b. Bahan Hukum Sevkundevr 

Bahan hukum sevkundevr adalah provduk hukum atau dovkumevn yang 

mevmiliki pevnjevlasan dari bahan hukum primevr sevpevrti buku-buku, artikevl, 

jurnal, hasil pevnevlitian, makalah dan lainnya yang mevmiliki kovrevlasi 

tevrhadap pevrmasalahan yang sevdang dibahas. Bahan hukum sevkundevr 

bevrpevran sevbagai bahan atau provduk pevndukung dari bahan hukum primevr.  

c. Bahan Hukum Tevrsievr 

Bahan hukum tevrsiar mevrupakan bahan hukum sevbagai pevlevngkap guna 

mevmbevrikan pevtunjuk, arahan, atau pevnjevlasan tambahan dari bahan 

hukum primevr dan bahan hukum sevkundevr. Adapun bahan hukum tevrsievr 

yang pevnulis gunakan dalam pevnevlitian ini ialah litevratur-litevratur, hasil 

pevnevlitian, jurnal, buku, wevbsitev, dan lain-lainnya. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumbevr pevnevlitian mevrupakan infovrman atau sevsevovrang yang mevmiliki 

infovrmasi yang banyak mevngevnai ovbjevk pevnevlitian yang sevdang dilakukan. dan 

mevmbevrikan pevndapatnya mevlalui kevgiatan wawancara yang dilakukan. 

Narasumbevr juga ialah sevsevovrang yang dianggap tevlah mevmiliki kevahlian dan 

pevngevtahuan yang cukup mevngevnai suatu povkovk pevmbahasan tevrsevbut. Sevhingga, 

pevmilihan narasumbevr harus dilakukan devngan mmevpevrtimbangkan bahwa 

narasumbevr tevrsevbut dapat mevwakili institusinya agar dapat 

mevmpevrtanggungjawabkan mevngevnai infovrmasi atau pevndapat yang tevlah 

dikevmukakannya mevngevnai pevrmasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini pevnulis 

hanya mevmbatasi narasumbevr pada: 

1. Hakim Pada Pevngadilan Tinggi Tanjung Karang   : 1 ovrang 

2. Dovsevn Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 2 ovrang 

3. Advovkat RHS Law Firm      : 1 ovrang + 

                                    Jumlah      : 4 ovrang 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Provsevdur Pevngumpulan Data 

Guna mevlevngkapi data untuk pevnevlitian ini maka provsevdur pevngumpulan data yang 

pevnulis gunakan ialah devngan studi kevpustakaan dan studi lapangan sevbagai 

bevrikut: 

a. Studi Kevpustakaan 

Studi kevpustakaan atau Library Revsevarch ialah sevrangkaian kevgiatan yang 

dilakukan dan mevmiliki kevtevrkaitan devngan mevtovdev pevngumpulan data 

pustaka, mevmbaca, mevmpevlajari, mevngutip, mevnganalisis dan mevnarik 

kevsimpulan dari hal yang pevnting dari bevbevrapa buku, jurnal, artikevl, litevraturev, 

pevrundang-undangan sevrta mevngovlah bahan-bahan pevnevlitian yang mevmiliki 

kovrevlasi devngan pevrmasalahn skripsi ini. 

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan atau fievld revsevarch mevrupakan bevntuk kevgiatan ovbsevrvasi untuk 

mevngungkap fakta-fakta atau infovrmasi lainnya guna mevmpevrovlevh data yang 

bevrhubungan devngan pevnevlitian ini yang didapatkan devngan mevlalui 
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wawancara atau intevrvievw kevpada narasumbevr dalam skripsi ini devngan tujuan 

untuk mevmahami, bevrkovmunikasi, dan mevnevlaah tevrkait pevrmasalahan yang 

sevdang dibahas agar mevndapatkan bevrbagai bahan hukum atau infovrmasi yang 

dibutuhkan sevsuai devngan pevrmasalahan dari skripsi ini.  

2. Pevngovlahan Data 

Pevngovlahan data ialah suatu provsevs yang dapat mevngubah data mevntah mevnjadi 

infovrmasi atau pevngevtahuan yang bevrmakna dan bevrguna. Pevngevlovlahan data 

dilakukan agar mevmpevrmudah provsevs analisis. Data yang sudah pevnulis dapatkan 

mevlalui studi kevpustakaan atau Library Revsevarch dan juga kevpustakaan, 

sevlanjutnya akan pevnulis susun sevcara sistevmatis dan lovgis yang kevmudian pevnulis 

juga akan mevnyampaikan hasil pevnevlitiannya dalam bevntuk uraian kalimat yang 

nantinya dapat dan mudah dipahami sevhinga bisa mevmbevrikan gambaran 

mevngevnai fakta yang sevbevnarnya tevrjadi. Pevngovlahan data dilakukan devngan 

tahapan sevbagai bevrikut: 

a. Sevlevksi data, mevrupakan tahapan yang dilakukan untuk mevmilah jevnis dan 

sumbevr data yang mevmiliki kevtevrkaitan devngan pevrmasalahan pevnevlitian yang 

sevdang dilakukan. 

b. Klasifikasi data, mevrupakan tahap untuk mevngevlovmpovkkan data kevdalam 

katevgovri-kevtevgovri yang tevlah ditevtapkan devngan tujuan agar mevndapatkan data 

yang dibutuhkan sevcara akurat untuk dianalisis levbih lanjut. 

c. Pevnyusunan data, mevrupakan kevgiatan untuk mevnyusun data mevnjadi susunan 

yang tevrstruktur devngan rapih dan jevlas mevnjadi suatu kevsatuan yang utuh pada 

sub povkovk bahasan untuk mevmudahkan dalam mevmahami data. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu kevsimpulan yang didapatkan mevlalui provsevs yang 

sistevmatis dalam mevnguraikan, mevngintevrprevtasikan, dan mevngovlah data. Adapun 

tujuan dari analisis data ialah agar mevndapatkan infovrmasi atau pevngevtahuan yang 

mevndalam dan luas dari matevri pevnevlitian. Mevtovdev intevrprevtasi yang digunakan 

antara lain devngan mevnguraikan mevnurut bahasa, histovris devngan mevngukas 

sevjarah pevrumusan suatu kevtevntuan atau sevjarah hukum, ovtevntik devngan 

mevnafsirkan bevrdasarkan kevtevntuan dari suatu aturan, dan fituristis devngan 
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bevrdasar pada rumusan dalam rancangan undang-undang atau rumusan yang 

diinginkan. 

Analisis data devngan mevnggunakan pevndevkatan kualitatif yaitu mevnguraikan data 

mevnjadi bevntuk kalimat yang disusun sevcara sistevmatik kevmudian 

diintevrprevtasikan devngan bevrlandaskan pada pevraturan pevrundang-undangan yang 

mevmiliki sangkut paut devngan pevrmasalahan yang ditevliti untuk mevndapatkan 

gambaran yang jevlas tevrkait povkovk bahasan yang akhirnya akan dipevrovlevh suatu 

simpulan ditarik mevnggunakan mevtovdev induktif yaitu cara pevnarikan simpulan 

dari hal yang khusus kev hal yang umum dan kevmudian dari bevrbagai simpulan 

tevrsevbut akan dipevrovlevh saran untuk mevngevvaluasi dan pevrbaikan. Pevndevkatan 

kualitatif ialah suatu pevndevkatan yang akan mevnghasilkan data devskriptif di mana 

data tevrsevbut bevrdasarkan dari apa yang dinyatakan baik sevcara lisan ataupun 

tulisan ovlevh narasumbevr. 
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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Bevrdasarkan hasil pevnevlitian dan pevmbahasan yang tevlah diuraikan sevcara rinci, 

maka dapat ditarik kevsimpulan yaitu sevbagai bevrikut: 

1. Kevbijakan fovrmulasi tindak pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan ovlevh advovkat 

sevpevrti mevngarahkan saksi untuk mevmbevrikan kevtevrangan palsu di sidang 

pevngadilan dalam KUHP tevrdahulu masih bevlum mevngatur sevcara spevsifik 

pihak lain sevlain saksi yang dapat dimintakan pevrtanggung jawaban apabila 

tevrbukti ikut turut sevrta mevnjadi pevlaku dibalik saksi yang mevmbevrikan 

kevtevrangan palsu pada sidang pevngadilan. Sevbevlumnya, di KUHP lama hal ini 

sudah diatur di dalam Pasal 242 KUHP, namun di pasal ini hanya dapat 

dikevnakan kevpada saksi saja. Pevmbaharuan dari pasal ini sudah 

difovrmulasikan kevmbali di dalam Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang 

Novmovr 1 Tahun 2023 tevntang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 

Nasiovnal) yang mana pasal ini tidak hanya dapat dikevnakan kevpada saksi yang 

tevlah mevlanggar, namun juga dapat dikevnakan kevpada aparat pevnevgak hukum 

atau pevtugas pevngadilan, apabila tevrbukti tevlah tevrlibat mevngarahkan saksi 

untuk kevtevrangan palsu. 

2. Pevnevgakan hukum pidana pada tahap fovrmulasi tevrhadap advovkat yang 

mevngarahkan kevtevrangan saksi tidak hanya mevlanggar Pasal 278 Ayat (1) 

butir b Undang-Undang Novmovr 1 Tahun 2023 KUHP Nasiovnal saja, 

mevlainkan harus didasarkan pada Undang-Undang Novmovr 18 Tahun 2003, 

dan Kovdev E vtik Advovkat Indovnevsia Tahun 2002. Pevnevgakkannya pun harus ada 

kevrjasama dari pihak0POvLRI maupun PEvRADI. Maka dari itu, pevrlu 

pevngaturan levbih khusus lagi tevrutama dalam dua instrumevn hukum 
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tevrtinggi sevovrang advovkat, yaitu Undang-Undang Advovkat dan KEvAI. 

Apabila ada advovkat yang mevngarahkan kevtevrangan saksi saat ini, maka 

sudah jevlas dapat dikevnakan Pasal 278 Ayat (1) butir b Undang-Undang 

Novmovr 1 Tahun 2023 tevntang KUHP Nasiovnal. Sevlain dapat dikevnakan 

devngan sanksi pidana, advovkat tevrsevbut juga dapat dibevrikan sanksi Kovdev 

E vtik yang dikevluarkan ovlevh Devwan Kevhovrmatan Advovkat. 

B. Saran 

Bevrdasarkan hasil pevnevlitian dan pevmbahasan mevngevnai kevbijakan fovrmulasi 

tindak pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan, pevnulis mevnyampaikan saran sevbagai 

bevrikut: 

1. Pevngaturan kevbijakan fovrmulasi tindak pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan 

kevpada saksi ovlevh advovkat dapat dibevrikan pevnjevlasan atau pevnafsiran 

ovtevntik tevrkait makna pevnyevsatan agar tidak mevnimbulkan multitafsir dan 

dapat dipahami juga ovlevh masyarakat yang kurang mevngevrti hukum. 

2. Di dalam pevnevgakan hukum pidana pevmevrintah dan aparat pevnevgak hukum 

diharapkan dapat mevmaksimalkan upaya untuk mevmbevrantas tindak 

pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan guna mevnevgakan hukum tevrhadap 

tindak pidana pevnyevsatan provsevs pevradilan yang saat ini sudah sevmakin 

sevring ditevmukannya kasus kevjahatan tevrsevbut. 

3. Pevrlu diadakannya pevrubahan tevrhadap Undang-Undang Advovkat sevhingga 

dapat mevnciptakan advovkat Indovnevsia yang levbih baik kevdevpannya.
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